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ABSTRAK 
 

Tesis yang berjudul tentang “Analisis Fikih Dusturiyah Terhadap Status 
Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Pewarganegara Keturunan 
Asing Stateless Di Dalam Permenkum HAM Nomor. 35 Tahun 2015”. 
Merupakan hasil penelitian hukum Normatif, atau disebut juga penelitian 
Doktrinal, yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan. Pertama Bagaimana 
Status Hukum Penegasan Kewarganegaraan Keturunan Asing Stateless, Dalam 
Permenkum HAM Nomor. 35 Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan 
pewarganegaraan keturunan asing yang tidak memiliki dokumen 
kewarganegaraan di Indonesia. Kedua. Bagaimana analisis fikih durturiyah 
terhadap Penegasan Status Kewarganegaraan Keturunan Asing Stateless, Dalam 
Permenkum HAM Nomor. 35 Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan 
pewarganegaraan keturunan asing yang tidak memiliki dokumen 
kewarganegaraan di Indonesia.   

Data dalam penelitian ini penulis merujuk sumber primer sumber tersebut 
yang terdapat langsung dalam Undang-Undang maupun sumber-sumber sekunder, 
terkait kajian orang lain yang membahas  tentang, kewenangan pemerintah kepada 
warganya, nasip legalitas hukum warga Stateless, dan warga Tionghoa Stateless 
dilihat dari hukum konstitusi Indonesia dan fikih Dustriyah. Disamping studi 
Dokumenter dan studi kepustakaan, teknik pengumpulan data dilakukan secara 
Kualitatif dengan tahapan-tahapan metode Reading, Writing, Editing, dan 
selanjutnya dilakukanlah sebuah analisis yang bersifat Deskriptif dengan 
menggunakan pola Induktif dalam hal ini yang menekankan pada penalaran 
dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh disertai dengan 
penjelasan secara logis dan sistematis dengan menguraikan, membehas, 
menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan analisis dari sudut pandang 
Undang-Undang, dan fikih Dusturiyah. 

Hasil penelitian ini menyimpulkan. Pertama Orang asing bisa dikatakan 
warga Negara yang sah jika sudah mengajukan diri sebagai warga Negara 
Indonesia. Didalam Warga pernakan keturunan Tionghoa di Indonesia telah 
mendapatkan haknya sebagai warga keturunan Tionghoa-Indonesia untuk menjadi 
warga Negara Republik Indonesia, karna Indonesia menganut prinsip Ius Soli. 
Maka Cuma warga peranakan keturunan lah yang mendapatkan hak mudah 
menjadi warga Negara Republik Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan 
Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 dan tidak meelalui sistem warga asing 
menjadi warga Negara Republik Indonesia. Kedua. Warga Negara dalam sistem 
politik Islam dilihat berdasarkan agama Islam. Meskipun demikian bukan berarti 
orang non muslim tidak menjadi warga Negara. Seorang muslim tidak menjadi 
warga Negara dalam sistem politik Islam disebutkan bahwa jika seorang muslim 
berada dalam wilayah yuridiksi sistem politik lain dan tidak bersahabat dengan 
politik Islam dan begitu juga sebaliknya seorang non muslim. Secara praktis dan 
realitstis, yang ditetapkan oleh piagam konstitusi madinah disebutkan bahwa 
yahudi (non muslim) yang tinggal dimadinah termasuk warga Negara. 
Mempunyai hak dan kewajiban seperti kaum muslimin disetiap wilayah. 
Kata Kunci: Kewarganegaraan Stateless, Warga Peranakan, Peraturan Menteri 
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BAB I 

PENDAHULAN 

 

 

 

A. Latarbelakang Masalah 

Seorang penduduk yang mendiami suatu Negara ditinjau secara 

hukum yaitu ada dua kategori diantaranya, disebut warga Negara dan orang 

asing. Bisa dikatakan warga Negara karna seorang penduduk tersebut menjadi 

bagian suatu Negara. Sedangkan bisa dikatakan orang asing karena, seorang 

penduduk dari Negara tertentu yang mendiami suatu Negara tetapi ia bukan 

warga Negara dari Negara tersebut.1 Warga Negara atau dalam bahasa belanda 

disebut Staatsburger dapat diistilahkan kedalam beberapa pengertian yang sama, 

yaitu waraga Negara, rakyat dan bangsa.2 

Menurut G.J.Wolholf dalam bukunya Ahmad Sukarja yang berjudul 

Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara  Dalam Perspektif Fikih 

Siyasah mengungkakan bahwa. 

warga Negara dapat diartikan sebagai (Staatsangeboringen Nationals), 
anggota organisasi Negara nasional. Definisi ini dilihat secara yuridis 
dapat diartikan bahwa Kewarganegaraan dapat disebut sebagai setatus 
hukum dalam keNegaraan, yaitu menyangkut hak dan kuajiban yang 
tidak dimiliki oleh orang asing.3 

1 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 
1945, ( Pranada Media: Jakarta,2011 ).,301-303 

2 Ahmad Sukarja, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara  Dalam Perspektif 
Fikih Siyasah, (Sinar Grafika: Jakarta, 2012).,170 

3 Ibid.,172 

1 
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2 

 

Menurut A.S.Muhammad Hikam warga Negara dapat diartikan  

sebagai Citizenship, yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk 

Negara itu sendiri.4 Ditinjau dari secara yuridis warga Negara disebutkan dalam 

Pasal 26 UUD 1945 yang berbunyi:  

1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia 
asli dan orang-orang bangsa lainyan disahkan dengan undang-
undang sebagai warga Negara, 

2) Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia. 

3) Hal-hal yang mengenai warga Negara dan penduduk diatur 
dengan Undang-Undang.5 
 

Pasal diatas menjelaskan bahwa istilah wargaegara Indonesia dapat 

dibedakan menjadi dua bagian diantaranya: 

1. Warga Negara asli (pribumi), yaitu penduduk asli Negara tersebut (jawa, 

sunda, madura, dll atau etnis yang sejak kelahirannya menjadi warga Negara 

Indonesia). 

2. Warga asing, warga Negara lain yangdisahkan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan menjadi wargaNegara Indonesia.6 

Kewarganegaaan juga diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Jo ayat (3) dan 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan yang 
berbunyi: 

Pasal 1 
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:  
1) Warga Negara adalah warga suatu Negara yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan.  
2) Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan 

warga Negara.  
3) PewargaNegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk 

memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui 
permohonan 

4 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum....,303 
5 UUD 1945 Pasal 26. 
6 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum.....,304 
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3 

 

 
Pasal 2 

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 
Indonesia asli dan orangorang bangsa lain yang disahkan dengan 
Undang-Undang sebagai warga Negara. 
 

Pada intinya Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006 Tentang Kewarganegaraan, menyebutkan bahwa Kewarganegaraan 

memiliki dua aspek diantaranya adalah aspek hukum dan aspek sosial. Setatus 

Kewarganegaraan secara yuridis diatur Undang-Undangan nasional disetiap 

Negara. Karena pada hakikatnya hak mutlak suatu Negara untuk menetapkan 

siapa saja menjadi warga Negaranya.7  

Pada dasarnya Kewarganegaraan memiliki tiga sistem dan setiap 

sistem memiliki beberapa asas, diataranya sistem kelahiran, perkawinan, dan 

naturalisasi.8 Asas orang asing diperlakukan sama dengan warga Negara, namun 

juga ada perbedaan dalam isinya perlakuan. Adapun perbedaannya terletak pada 

kedudukan dan hak kuwajiban, diantaranya hak dan kedudukannya yang 

menjadi pembeda adalah pertama hanya warga Negara yang mempunyai hak 

politik. Kedua, hanya warga Negara pempunyai hak diangkat menjadi jabatan 

Negara.9  

Kewarganegaraan secara yuridis memang sudah di atur Undang-

Undang di suatu Negara, namun tidak adanya Uniformiteit dalam menentukan 

persyaratan untuk diakui sebagai warga Negara maka akan banyak timbul 

permasalahan dalam Kewarganegaraan. Negara Indonesia dalam Undang-

7 Ibid.,305 
8 Ibid., 
9 Ibid.,302 
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Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan telah memberi 

jawaban kepada para warga Negara yang mempunyai permasalahan 

Kewarganegaraan, timbulnya permaslahan tersebut didasari atas kemungkinan-

kemungkinan persoalan seseorang tidak memiliki Kewarganegaraan (Stateless), 

atau seseorang yang memiliki Kewarganegaraan rangkap (Bipratrede).10 

Stateless atau Apatride (tanpa Kewarganegaraan) terjadi apabila 

seoarang anak yang Negara orang tuanya menganut asas Ius Soli lahir di Negara 

yang menganut asas Ius Sanguinis.11 Indonesia termasuk salah satu Negara yang 

menganut dasar prinsip Ius Sanguinis mengatur warganya untuk mendapatkan 

setatus Kewarganegaraan melalui prinsip kelahiran.12 Disebutkan dalam Contoh: 

warga Setateless dahulu orang Tionghoa (cina) yang pro Koumintang tidak 

diakui sebagai warga cina. Sekitar pada tahun 1958, Taiwan sebagai Negara asal 

orang cina. pada waktu Taiwan belum ada hubungan diplomatik dengan 

Indonesia. Tionghoa (cina) pro Koumintang, sudah tidak diakui sebagai warga 

Negara Taiwan, hal seperti ini maka mereka orang cina disebut sebagai Defacto 

Apatride atau bahasa lain Stateless (tanpa Kewarganegaraan).13 Warga cina atau 

Tionghoa yang terjadi di Indonesia tidak jauh beda juga yang terjadi di Taiwan 

pada sekitar tahun 1958,  warga Tionghoa (cina) di Indonesia juga mempunyai 

10 Ibid.,38 
11 Ibid.,309 
12 Jamili Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Danpilar-Pilar Demokrasi, (Sinar Grafika: 

Jakarta,2011).,235 
13 Ibid., 

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 

kususnya serupa, contohnya di kota Surabaya yang mempunyai permasalahan 

dalam setatus Kewarganegaraan.14 

Disebutkan dalam peraturan Sekiar pada tahun 1910. Atas dasar azas 

kelahiran, mereka dilahirkan dari orang tua yang menetap diwilayah hindia 

belanda adalah warga Negara belanda, Undang-Undang ini tidak memandang 

peradaban penduduk di hindia Belanda pada waktu itu kedalam golongan-

golongan orang eropa, timur asing dan pribumi. Warga Tionghoa (cina) yang 

dilahirkan di wilayah hindia Belanda dianggap sebagai kawula atau pengikut 

Belanda. Masalah ini timbul saat Undang-Undang Kewarganegaraan di 

Tiongkok pada tahun 1929, menjelaskan tentang setiap orang yang dilahirkan 

dari orang tua Tionghoa, dimanapun mereka berada dan beberapa lama diluar 

wilayah Tiongkok, tetap dianggap sebagai warga Negara Tiongkok. Meskipun 

peranakan Tionghoa mendapat setatus kawula belanda, namun dalam prakteknya 

mereka diperlakukan sebagai orang asing.15  

Status Kewarganegaraan orang-orang Tionghoa yang lahir di Hindia 

Belanda muncul sebagai suatu masalah pokok yang berlanjut dengan 

diadakannya perundingan Kewarganegaraan Tiongkok dengan Belanda. 

Perundingan Kewarganegaraan tersebut mencapai sebuah kemufakatan yang 

dikenal  sebagai “Perjanjian Konsuler” terjadi sekitar tahun 1911, yang dalam 

isinya menyebutkan bahwa Tiongkok mengakui yuridiksi Belanda atas orang 

Tionghoa (cina) yang lahir diwilayah Hindia Belanda. Jika warga tinghoa (cina)  

menetap diwilayah Hindia Belanda, maka sebaliknya Republik Rakyat Tiongkok 

14 Metropolis, Harus Proaktif Mintak Setatus, Harapan Baru Warga Tionghoa Setateless, 
(jawa pos: 16, maret 2017).,43 

15 Gouw Giok Sioang,Warga Negara dan Orang Asing,(Jakarta: Keng Po.1958).,9 
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diberi hak untuk mendirikan konsulat-konsulat. Akan tetapi pemerintah Tingkok 

tetap menganggap warganya yang berada dalam perantuarannya tersebut, 

sebagai warga yang setia kepada Negeri leluhur (tanah Republik Rakyat 

Tiongkok).16 

Dari segi kewarganegaraan, didalam Undang-Undang Republik 

Indonesia, pribumi Indonesia termasuk sebagai berwarganegara Indonesia. 

Sementara keturuna cina tidak jelas kedudukannya sampai kurang lebih ahir 

tahun 1950. Sedangkan sekitar pada tahun 1955 sampai 1960 terjadi 

perundingan antara pemerintah Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina 

untuk menentukan kedudukan kewarganegaraan keturunan cina di Indonesia. 

Perundingan itu mucul secara garis besar tiga jenis kelompok etnis cina menurut 

setatus kewarganegaraan yaitu: warga Negara Indonesia, warga Negara Republik 

Cina dan Stateless. Karena Indonesia memberlakukan asas Ius Soli artinya 

kewargaegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.17 

Kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya juga tertuang dalam fikih 

Dustiriah, yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Disebutkan 

dalam fikih Dusturiah juga membahas Legilasi (perumusan Undang-Undang), 

Lembaga Demokrasi dan Syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-

undangan Negara serta ummah yang menjadi pelaksana perundang-undangan 

dan juga membahas Siyasah Syar’iyah.18 

16 Leo Suryadinata, Negara Dan Etnis Tiong Negara  Dan Etnis Tionghoa Khusus 
Indonesia, (Jakarta:Purtaka LP3ES Indonesia, 2002).,122 

17 Benny G.Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Poltik,(EKASA: Jakarta,2002).,38 
18 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, ( Gaya Media 

Pretama: Jakarta,2001 ).,153 
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Abdul Wahhab Khalaf berpendapat, didalam bukunya Muhammad 

Iqbal yang berjudul Fiqih Siyasah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam  

disebutkan bahwa.  

“prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan Undang-
Undang dasar ini adalah jaminan atas hak-hak asasi manusia setiap 
anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata 
hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, etnis, kekayaan, 
pendidikan , dan agama”.19 
 
Didalam fikih Duturiyah sebuah kekuasaan legislatif disebutkan juga 

dalam istilah Al-Sulthah Al-Tasyri’iyah, (kekuasaan pemerintah Islam dalam 

membuat dan menetapkan hukum).20 Fikih Dusturiyah mengistilahkan Al-

Sulthah Al-Tasyi’iyah karena digunakan untuk menunjukkan salah satu 

kewenangan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping 

kekuasaan Eksekutif dan kekuasaan Yudikatif.  

Menurut Muhammad Iqbal dalambukunya yang berjudul Fikh Siyasah 

Kontekstualsasidoktrin Politik Islam mengatakan bahwa: 

Al-Sulthah Al-Tasyi’iyah yang berarti kekuasaan atau kewenangan 
pemerinatah Islam untuk menentapkan hukum yang akan diberlakukan dan 
dilaksanaakan masyarakatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang 
diatur oleh Allah SWT.21 
 

Oleh karena itu seah kewenangan pemerintah islam harus memilikitida 

unsur-unsur pemerintahan yang meliputi: 

a. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang 

akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.  

b. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.  

19 Ibid.,154 
20 Ibid.,161 
21 Ibd., 
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c. Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar 

syari’at Islam.22 

Setelah kita uraikan latarbelakang diatas dalam penuliasan Tesis yang 

berjudul “Analisis Fikih Dusturiyah Terhadap Status Pewarganegaraan 

Republik Indonesia Bagi Warga Negara Keturunan Asing Stateless Di 

Dalam Permenkum HAM Nomor. 35 Tahun 2015 ”. Maka dapat ditarik 

benang merahnya bahwa, kebijakan penguasa dalam hal ini presiden 

yang telah memberi mandat kepada menteri dalam peraturan menterinya 

(permen) Nomor. 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penegasan Status 

Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan 

Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan Dengan Rahmat 

Tuhan Yang Maha Esa, sebagai bentuk pengaturan warga Tionghoa stateless di 

Indonesia. Pemerintah sebagai penguasa telah menjalankan kekuasaannya 

kepada rakyat dilihat dari segi Islam ( Fikih Dusturiah ) maupun konstitusi 

Undang-Undang Indonesia. 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah yang telah dijelaskan, kiranya dapat 

di Identifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Suatu Negara berlaku suatu Undang-Undang Dasar, orang-orang yang berada 

dalam wilayah Negara itu yang benar-benar tunduk dan menjujung tinggi 

UUD tersebut, mereka adalah orang-orang rakyat dari Negara itu, sedangkan 

22 Ibid.,162 
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orang-orang yang tidak tunduk dengan UUD dari Negara tersebut dia bukan 

rakyat dari Negara itu, melainkan rakyat warga asing. 

2. Banyak Negara lain memliki ataupun melebihi keanekaragaman etnis, 

budaya, dan agama seperti Indonesia, beberapa Negara yang memiliki lebih 

dari satu suku bangsa pada masyarakatnya justru menimbulkan permasalahan 

konflik internal yang berkepanjangan, perang saudara, dan prakti rasisme 

terhadap kaum minoritas hal seperti ini menjadi konflik internal yang 

berdampak universal. 

3. Sejarah bangsa Indonesia, selalu menjadikan etnis Tionghoa pada posisi yang 

tidak menentu, dan cenderung menjadi korban atas situasi sosial politik 

Indonesia yang selalu bergejolak. 

4. Politik cina-Indonesia dimulai pada tahun 1745 sampai dengan 1994. 

5. Undang-Undang Kewarganegaraan di Tiongkok pada tahun 1929 

menjelaskan tentang setiap orang yang dilahirkan dari orang tua Tionghoa, 

dimanapun mereka berada dan beberapa lama diluar wilayah Tiongkok, tetap 

dianggap sebagai warga Negara Tiongkok. Meskipun peranakan Tionghoa 

mendapat setatus kawula belanda. 

6. Islam menggambarkan Negara sebagai kekuasaan saja, karena wilayah 

Negara dalam Islam senantiasa berkembang. Rakyat bukannya pemegang 

kedaulatan, meskipun rakyat memiliki kekuasaan. 

7. Khalifah atau Imamah mempunyai kewenangan untuk mengambil dan 

menetapkan hukum syara’ yang tidak ditetapkan dalam al-Qur’an dan al-

Hadis menjadi suatu peraturan perundang-undangan. 
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8. Analisis fikih dusturiyah teradap kedudukan Peraturan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan warga 

Tionghoa stateless di Indonesia. 

Kedudukan hukum Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Nomor. 35 tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan warga Tionghoa stateless di 

Indonesia, sebuah peraturan pemerintah sebelum di sahkannya Peraturan 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 Tentang Tata 

Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga 

Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen 

Kewarganegaraan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia jo Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, oleh karena itu penulisan 

memfokuskan permasalahan secara spesifik mengenai kedudukan hukum warga 

Tionghoa stateless di Indonesia pasca disahkannya Peraturan Menteri Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia No. 35 tahun 2015 analisis fikih Dusturiyah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah, maka penulis merumuskan 

masalah dalam penelitiannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Status Hukum Penegasan Kewarganegaraan Keturunan Asing 

Stateless, dalam Permenkum HAM Nomor. 35 Tahun 2015 sebagai bentuk 

pengaturan pewarganegaraan keturunan asing yang tidak memiliki dokumen 

kewarganegaraan di Indonesia.? 
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2. Bagaimana analisis fikih Dusrturiyah terhadap Penegasan Status 

Kewarganegaraan Keturunan Asing Stateless, dalam Permenkum HAM 

Nomor. 35 Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan pewarganegaraan 

keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di 

Indonesia.? 

 

D. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang hendak dicapai penulis pada penulisan tesis dalam 

penelitian ini diantaranya adalah: 

1. Untuk menjelaskan Bagaimana Status Hukum Penegasan Kewarganegaraan 

Keturunan Asing Stateless, Dalam Permenkum HAM Nomor. 35 Tahun 2015 

sebagai bentuk pengaturan pewarganegaraan keturunan asing yang tidak 

memiliki dokumen kewarganegaraan di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui fikih Dusrturiyah terhadap Penegasan Status 

Kewarganegaraan Keturunan Asing Stateless, Dalam Permenkum HAM 

Nomor. 35 Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan pewarganegaraan 

keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di Indonesia. 

 

E. Manfaat Penelitian 

 Penelitian yang telah selesai ini nantinya dan diharapkan dapat 

memberikan kontribusi yang sangat baik secara teoritis mapun secara praktis 

yang dimaksud adalah: 
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1. Manfaat secara teoritis, memberikan gambaran tentang kedudukan hukum 

Penegasan Kewarganegaraan Keturunan Asing Stateless, Dalam Permenkum 

HAM Nomor. 35 Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan pewarganegaraan 

keturunan asing yang tidak memiliki dokumen kewarganegaraan di Indonesia, 

demikian studi ini dapat memperkaya refrensi ilmu hukum dibidang ketata 

Negaraan. 

2. Manfaat secara praktis, selain sebgai data awal bagi penelitian ini dibidang 

ketata Negaraan, diharapkan juga dapat memberikan suatu kontribusi praktis 

bagi pengambil kebijakan dalam mengambil suatu keputusan yang maslahat 

dan sangat di perhitungkan dampak positif bagi masyarakat dan demi 

menjaga keutuhan, persatuan dan kedaulatan Negara Republik Indonesia. 

 

F. Kajian Pusaka 

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran 

hubungan topik yang akan di teliti sejenis yang pernah di lakukan oleh peneliti 

sehingga tidak ada pengulangan.23 Penulisan dalam penelitian tentang Analisis 

fikih Dusturiyah teradap kedudukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan warga Tionghoa 

stateless di Indonesia ini bukanlah yang benar-benar baru adanya, tetapi telah 

ada beberapa penelitian sebelumnya, namun penelitian ini bukan berarti 

penelitian yang sama adanya dengan sebelumnya. Beberapa penelitian 

sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

23 Abudin Nata, Mitologi Penelitian Islam,(Jakarta: Grafindo Persada.,t.th.),135 
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Diantaranya yang ditulis oleh I Putu Putrakusuma Yudha dia menulis 

tentang warga Tionghoa yang berjudul: “Perubahan Budaya Etnis Tionghoa 

Didesa Pupuan Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan”.24 inti dari tesis 

ini adalah ada tiga diantaranya mengenai perubahan identitas budaya etnis 

Tionghoa di Desa Pupuan terlihat pada perubahan identitas agama dan 

kepercayaan, perubahan identitas bahasa dan juga perubahan nama. Kedua 

bentuk dan faktor yang menyebabkan perubahan identitas budaya etnis Tionghoa 

di Desa Pupuan, tentunya akan menimbulkan implikasi dan makna bagi etnis 

Tionghoa. Implikasi yang timbul ini muncul secara sosial maupun individual. 

Ketiga faktor yang menyebabkan perubahan identitas budaya etnis Tionghoa di 

Desa Pupuan, faktor tersebut adalah adanya kesamaan pandangan antara etnis 

Bali dan etnis Tionghoa, adanya faktor sosial ekonomi, dan adanya perubahan 

politik pemerintah. 

Kemudian dalam tesisnya Risko El Windo Al Jafri yang berjudul 

“Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat 

Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa Di Kota Jambi”. Inti dari 

tesis ini adalah Pelaksanaan pengangkatan anak pada masyarakat Tionghoa di 

Kota Jambi, dalam pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat hukum 

adat Tionghoa di Kota Jambi yang masih bersifat patrilinial menunjukan bahwa 

pangangkatan anak baik dilakukan pada anak laki-laki maupun anak perempuan 

tidak dipengaruhi oleh sistem patrilinial, tidak ada prioritasnya selanjutnya 

24 I Putu Putrakusuma Yudha,Perubahan Budaya Etnis Tiong Hoa Didesa Pupuan 
Kecamatan Pupuan Kabupaten Tabanan, Tesis (Denpasar:Universitas Udayana Denpasar,2014) 
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tentang Kedudukan anak angkat dalam hukum waris adat pada masyarakat 

Tionghoa di Kota Jambi.25 

Kemudian dalam Jurnal analisis hubungan internasional, vol 05 No. 02 

Juni 2016, yang di tulis oleh Bakti Putra Dwiwianto fakultas sosial dan ilmu 

politik Universitas Airlangga, dengan judul “Pengaruh Kebijakan Megenai 

Etnis Tionghoa Di Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid Terhadap 

Hubungan Bilateral Indonesia Dan Tiongkok”. Pada intinya bawa Pembuatan 

kebijakan yang berkaitan dengan etnis Tionghoa di Indonesia merupakan usaha 

untuk membuat citra Indonesia yang lebih baik dalam pandangan Tiongkok. 

Pemerintahan Abdurrahman Wahid mengeluarkan beberapa kebijakan dalam 

menanggapi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan sebelumnya oleh Orde 

Baru. Upaya penghapusan diskriminasi terhadap etnis Tionghoa diharapkan 

mampu mengembalikan citra positif terhadap Indonesia yang sempat dianggap 

sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia. Indonesia pada era kepemimpinan 

Abdurrahman Wahid mengupayakan agar citra negatif ini diubah menjadi citra 

yang positif. Image disebut oleh De Vicente dengan istilah state branding yang 

dapat dibagi menjadi dua, yakni citra ke dalam disebut sebagai Country Identity, 

dan citra ke luar sebagai country image. Country image merupakan citra suatu 

Negara yang tercipta dari luar Negara tersebut baik oleh warga Negara maupun 

pemerintahan Negara lain yang bisa berupa kepercayaan, kesan etnis yang sama, 

25 Risko El Windo Al Jafri, Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat 
Warga Negara Indonesia Keturunan Tiong Hoa Di Kota Jambi, Tesis,(semarang: universitas 
diponegoro,2010) 
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menurut Fearon lebih berhasil karena akar biologis yang sama serta sejarah dan 

kultur akan membawa dampak psikologis bagi etnis yang sama. 

Kemudian dalam Jurnal ketahanan nasional XVII NO. 01, April, 2012 

tentang yang di tulis oleh mustah firin, dan kodiran fakultas ilmu budaya, UGM 

yang berjudul “Asimilasi Etnis Tionghoa Indonesia Dan Implementasinya 

Terhadap Integasi Nasional (Studi Di Kota Tanjung Balalai Provinsi 

Aumatra Utara)”. Pada intinya bahwasannya kebijakan asimilasi dimaksudkan 

sebagai solusi terhadap masalah Tionghoa namun soal kondisi etnis Tionghoa 

berbeda dimasing-masing wilayah maka bentuk-bentuk asimilasinya dan tingkat 

keberhasilannya juga berbeda, dan juga mengenai konflik antar etnis yang 

melibatkan etnis Tionghoa tidak hanya menjadi hambatan bagi kelangsungan 

asimilasi tapi juga mengancam integritas nasional. 

Setelah kita uraikan peneliti terdahulu diatas, penulis tidak menemukan 

sebuah kesamaan dalam penulisan maupun hasil dari penelitian. Didalam 

penelitiannya penulis mengangkat sebuah permaslahan yang terjadi di Indonesia 

dan menjadikan sebuat judul “Analisis Fikih Dusturiyah Terhadap Status 

Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Pewarganegara Keturunan 

Asing Stateless Di Dalam Permenkum HAM Nomor. 35 Tahun 2015 ”. 

Setelah penulis melakukan penelitian dari banyak kasus yang mengenai etnis 

Tionghoa, penulis tidak menemukan yang membahas Tionghoa stateless dan 

kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 

215 dan Analisis kedalam fikih Dusturiah. 
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G. Kerangka Teoritik 

Sebuah penelitian tak jauh-jauh dari sebuah teori karna merupakan 

pengarah dan petunjuk bagi peneliti kemana ia harus berjalan dalam sebuah 

penelitian harus ia lakukan sesuai pentunjuk dari teori tersebut. Menurut 

Snelbacker, didalam bukunya Lexy J Meleong yang berjudul Metode Penelitian 

Kualitatif disebtkan: 

teori itu merupakan seperangkat proposisi yang teritegrasi secara sintaksis 
(mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan 
yang lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebgai 
wahana untuk meramalkan dan memperjelas fenomena yang diamati.26  
 

Teori dalam penelitian merupakan sarana sebagai sistematisasi dalam 

penemuan-penemuan penelitian, dan menjadi acuan serta rumusan bagi peneliti 

untuk mencari pemecahan masalah, membuat prediksi atas dasar penemuan dan 

menyajikan penjelasan sebagai jawaban dari sejumlah pertanyaan, dalam 

penelitian tesis ini penulis menggunakan dua teori  yaitu: 

1. Teori kewenangan Pemerintah 

Seiring dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas, maka 

berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari 

peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah 

adalah peraturan perundang-undangan.27 Secara teoritik sumber wewenang 

yang diberikan kepada Undang-Undang tersebut ada tiga poin diantaranya 

atribasi, delegasi dan mandat. 

26 Lexy J Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2002).,34 
27 Ridwan, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers,2014).,101 
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Van Wijk, F.A.M.Stroink dan J.G. Steenbeek dalam bukunya Ridwan 

yang berjudul Hukum Administrasi Negara bahwa hanya ada dua organ 

pemerintahan memperoleh wewenang, dinantaranya adalah atribusi dan 

delegasi. Mengenai atribusi dan delegasi disebutkan bahwa: “atribusi 

berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi 

menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada”. Kewenangan yang 

terdapat dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: 

“Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan 
adalah kekuasaan Badan dan atau Pejabat Pemerintahan atau 
penyelenggara Negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum 
publik”.28  
Menurut Prayudi, di dalam bukunya Jum Anggraini yang berjudul 

Hukum Administrasi Negara bahwa kewenangan adalah: 

a. Apa yang disebut “kekuasaan formal” yaitu kekuasaan yang berasal dari 

kekuasaan legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan 

eksekutif administratif. 

b. Kewenangan bisa terdiri dari beberapa wewenang. 

c. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu 

atau kekuasaan terhadap pemerintahan. Salah satu Contoh adalah 

kewenangan dibidang kehakiman atau kekuasaan mengadili yang disebut: 

kopetensi atau yuridiksi.29  

28 Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 
Pemerintahan 

29 Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara,(Yogyakarta: graha ilmu,2012).,87 
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Adanya kewenangan yang dimiliki sebuah lembaga Negara menjadikan 

sangat penting sekali dalam guna menjalankan roda pemerintahan.30  

Kewenangan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan lembaga Negara 

hanya dapat diperole dengan dua cara, yaitu atribusi atau delegasi.31 Terdapat 

dalam pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan disebutkan bahwa:  

“atribusi adalah pemberian kewenagan kepada badan atau pejabat 
pemerintah oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 atau 
Undang-Undang terkait”.32 
 
Sedangkan dalam pengertiannya delegasi adalah berdasarkan dalam 

pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan iyalah: 33 

“delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari dari badan atau pejabat 
pemerintah yang lebih tinggi kepada badan dan atau bejabat pemerintah 
yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih 
sepenuhnya kepada penerima delegasi”.34 
 
Didalam pasal 1 ayat 24 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 

Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan iyalah: 

“Mandat adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat 
Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung 
gugat tetap berada pada pemberi mandat”.35 

30 Dhofir Catur Bashori,Kopetensi Makamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa 
Pemilukada Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang No 1 Tahun 2015 Jo Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupat Dan Walikota, ( Tesis-
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2015).,20 

31 Ibid., 
32 pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 
33 Ibid., 
34 pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 
35 pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan 
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Pasal 1 ayat 24  tersebut diatas juga ditambahkan tentang kewenangan 

yang diperoleh badan atau pejabat pemerintah,.36  

Menurut Van Wijk, F.A.M.Stroink dan J.G. Steenbeek dalam bukunya 

Ridwan yang berjudul Hukum Administrasi Negara adalah: 

Pada mandat tidak dibicarakan wewenang, tidak pula pelimpahan 
wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang 
apapun (setidak-tidaknya dalam arti yuridis formal). Yang ada hanyalah 
hubungan internal, sebagai contoh materi dengan pegawai, materi 
mempunyai kewenangan yang melimpah kepada pegawai untuk 
mengambil keputusan tertentu atas nama Menteri, sementara secara 
yuridis wewenang dan tanggung jawab tetap berada organ kementerian. 
Pegawai memutuskan secara faktual, menteri secara yuridis.37 
 
Dapat kita fahami dari sumber dan cara memperoleh wewenang organ 

pemerintahan ini sangat penting karena, berkenaan dengan pertanggung 

jawaban hukum dalam penggunaan wewenang tersebut. Salah satu prinsip 

dalam Negara hukum yaitu: Tidak ada kewenangan tanpa pertanggung 

jawaban. Karena Setiap pemberian sebuah kewenangan kepada penjabat 

pemerintahan tertentu, tersirat didalamnya pertanggungjawaban dari pejabat 

yang bersangkutan. 

Mengenai salah satu pejabat pemerintah yang mempunyai sebuah 

kewenangan dalam sebuah peraturan disini adalah menteri, karena menteri 

mempunyai kewenangan melimpah untuk mengambil sebuah keputusan, 

setelah ditetapkannya Tap MPR tentang sumber hukum dan susunan 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagai pengganti Tap 

No.XX/MPR/1966 tentang susunan dan tertib peraturan perundang-undangan 

36 Ibid.,21 
37 Ridwan, Hukum Administrasi Negara.....,103 
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Republik Indonesia, susunan sebelumnya terdiri atas UUD, Tap MPR, 

Undang-Undang atau perpu (peraturan pemerintah pengganti Undang-

Undang), Peraturan Pemerintah, KEPPRES, dan peraturan pelaksana lainnya 

seperti peraturan menteri, Intruksi meteri dan lain-lain.38 Sedangkan dalam 

ketetapan MPR yang beru disitu disebutkan susunannya mencakup UUD, 

perubahan UUD, Tap MPR, undang-undang, PERPU, PP, KEPRES, dan 

peraturan daerah (Perda). 

Dari ketetapan yang baru disini menteri dihapus dari ketetapan MPR 

dan selama ini menjadi Nomenklatur keputusan menteri, karena hal seperti ini 

terjadi dianggap menteri hanyalah pembantu presiden saja, dan dianggap 

menteri tidak perlu dicantumkan dalam Tap MPR. Didalam UUD 1945, 

jabatan menteri itu sangat penting kedudukannya, sesungguhnya yang 

menjadi pemimpin pemerintahan sehari-hari adalah menteri dalam bidangnya 

masing-masing.  

Kegiatan pengaturan norma-norma umum oleh pejabat menteri yang 

selama ini ada dua penertiban dan penataan, Pertama ada menteri yang bisa 

mengeluarkan produk hukum yang dinamakan peraturan menteri. Kedua 

pejabat menteri yang biasa menuangkan keputusan dalam bentuk keputusan 

menteri yang bersifat administratif ataupun yang bersifat penetapan biasa 

(Beschikking) dengan putusan-putusan yang bersifat mengatur (Regeling) 

kepentingan umum.39 Keduanya sering tercampur aduk jika tidak ada 

kebijakan-kebijakan yang mengatur karena putusan-putusan tersebut 

38 Jamili Asshiddiqie,Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi,(Jakarta: Sinar 
Grafika, 2012).,106 

39 Ibid.,107 
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tergantung departemennya, jika tidak ada ketegasan dari kebijakan-

kebijakannya menteri  dalam pengaturan, sehingga menteri Negara yang tidak 

memimpin departemen juga dianggap berwenang mengeluarkan peraturan 

(Regeling). 

Berdasarkan perubahan pertama UUD telah dialihkan dari presiden 

menjadi kewenangan DPR. Hal ini terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) yang 

berbunyi “Presiden berhak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat” sedangkan Pasal 20 ayat (1), yang berbunyi 

“Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-

Undang”. Sejak terjadinya pergeseran kewenangan itu, perlu diperhatikan 

bahwa setiap bentuk aturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh 

presiden dan menteri atau pejabat setingkat menteri haruslah benanr-benar 

didasarkan atas kewenangan yang lebih tinggi, yaitu pada puncak 

kewenangan legislasi yang ada ditangan DPR.40  

2. Teori Negara Hukum 

Sebuah konsep Negara hukum yang pertama kalinya diungkapkan oleh 

dimasa plato (429 SM-346 SM) kemudian selanjutnya dikembangkan dan 

dipertegas kembali oleh aritotales, dalam bukunya plato yang berjudul 

Politea, diuraikan betapa penguasa dimasa plato hidup haus akan sebuah 

kekuasaan serta pemerintah sangatlah sewenang-wenang dan sama sekali 

tidak memperdulikan kepentingan rakyat.41 

40 Ibid.,109 
41 Syamsir, Demokratisasi Dan Hak Berfikir Dan Berkreasi Warga Negara Di Indonesia, 

(Jurnal Inovatif Vol.08 No.01  Januari 2015).,117 
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Plato dengan sangat jelas dan gamblang menyampaikan pesan moral, 

agar penguasa bisa berbuat adil, menjujung tinggi nilai kesusilaan dan 

kebijaksanaan serta senantasa memperhatikan kepentingan dan nasib 

rakyatnya, dalam hal ini plato menjelaskan dalam bukunya yang berjudul 

politicos, plato memapakan suatu konsep agar Negara dikelola dan dijalankan 

atas dasar hukum “Rule Of The Game” demi warga Negara yang bersagkutan. 

Dilanjutkan dengan buku yang berjudul Nomoi, plato juga menjelaskan lebih 

menekankan konsepnya pada para penyelenggara Negara agar senantiasa 

diatur dan dibatasi kewenangannya dengan hukum agar tidak bertindak 

seenaknya. Negara hukum menurut aritotales dalam perumusannya masih 

terkait dengan polis menurutnya: Pengertian Negara hukum itu imbu dari 

polis yang mempunyai wilayah Negara kecil, seperti kota yang berpenduduk 

sedikit, tida seperti Negara-Negara sekarang yang mempunyai wilayah sangat 

luas dan berpeduduk banyak, dan polis itu segala urusan Negara dilakukan 

dengan musyawarah dimana seruh warga Negaranya yang ikut serta dalam 

urusan penyelenggara Negara.42 

Negara hukum dan demokrasi sangat sulit dibedakan satu sama lain 

namun juga tidak bisa disamakan, kedua ibarat dua sisi dari sekeping mata 

uang yang sulit dipisahkan, sebuah Negara hukum tidak harus demokratis, 

pemerintah monachis atau paternalistik sekalipun taat kepada hukum tanpa 

tunduk terhadap kaedah-kaedah demokrasi, tetapi disini demokrasi bukanlah 

Negara hukum bukanlah demokrasi dalam arti sesungguhnya.  

42 Ibid., 
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Menurut Mahfud MD dalam bukunya yang berjudul Hukum Dari Pilar-

Pilar Demokrasi menjelaskan bahwasannya.  

Demokrasi tanpa hukum tidak akan terbangun dengan bahkan mungkin 
menimbulkan anarki, sebalinya hukum tanpa sistem politik yang 
demokrasi hanya akan menjadi hukum yang slistis dan represif.43 
 

3. Teori Hak Asasi Manusia 

Sebagaimana telah dirumuskan dalam naskah perubahan kedua UUD 

1945, ketentuan mengenai hak-hak asasi manusia telah mendapatkan jaminan 

konstitusional yang sangat kuat dalam UUD, sebagian besar materi Undang-

Undang Dasar ini sebenarnya berasal dari rumusan Undang-Undang tentang 

hak asasi manusia.44  Undang-Udang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertulis di 

Indonesia dan juga merupakan refleksi dari cita-cita hukum bangsa Indnesia, 

secara eksplesit telah menggariskan beberapa prinsip dasar.  

Salah satu prinsip dasar tersebut adalah dalam peruahan UUD 1945 

(amandemen keempat) sebuah prinsip Negara hukum yang tertuang dalam 

pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”.45 

Termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 secara historis, Negara hukum 

adalah Negara yang diidealkan oleh parpendiri bangsa sebagaimana 

dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang 

sistem pemerintahan Negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia 

berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan.46 Didalam UUD 1945 

43 Mahfud MD, Hukum Dar Pilar-Pilar Demokrasi,(Yoyakarta: gema media, 1999).,1 
44 Jamili Asshiddiqie,Hukum Tata Negara....,201 
45 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
46 Faizul Rohan,Hak Kebebasan Berpendapat Dalam Hubungannya Dengan Pencemaran 

Nama Baik Menurut KUHP Perspektif Teori Muqasid Shyariah,(TESIS-pascasarjana UIN sunan 
ampel surabaya, 2015).,10 
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terdapat empat Prinsip Negara hukum adalah melakukan perlindungan hidup 

bagi warga Negara terhadap tindakan pemerintah, pembangunan sebuah 

prinsip, perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia dan pengakuan 

sebagai warga Negara yang sah. Warga Negara yang mendapat perlindungan 

hak-hak asasi manusia dan mendapat sebuah pengakuan, mendapatkan tempat 

utama didalam Negara hukum. Pada tahun 1993 tepatnya dibulan juni, 

melalui Kepres Nomor. 50 Presiden Suharto mendirikan komnas HAM 

disahkan dan pada enam tahun kemudian DPR mengesahkan Undang-undang 

Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.47 

4. Teori Al-Sulthah Al-Tasyi’iyah 

Al-Sulthah Al-Tasyi’iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam 

membuat dan metapkan hukum.48 Menurut Islam tidak ada seorang pun yang 

bisa membuat hukum yang diberlakukan kepada umat Islam, tetapi dalam 

fikih siyasah dalam konteks Dusturiyah teori Al-Sulthah Al-Tasyi’iyah 

digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan 

pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan 

eksekutif. 

Didalam Al-Sulthah Al-Tasyi’iyah pemerintah melakukan tugas Siyasah 

Syar’iyahnya untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan dalam 

masyarakat Islam demi kemaslahatan umat Islam, sesuai ajaran Islam. Jauh 

hari sebelum para tokoh barat telah merumuskan teori trias politika, Islam 

sudah menerapkan pembagian kekuasaan dengan beberapa kekhususan dan 

47 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi,(Jakarta: Raja Grafindo 
Perseda,2013).,248 

48 Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah....,161 
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perbedaan. Kekuasaan trias politika didalam Islam yang tertuang dalam fikih 

Dusturiyah diantaranya adalah: Tasyri’iah, Tanfidziah,  Qada’iyah. Trias 

politika versi Islam ini sudah berjalan pada masa Rosullullah SAW, dalam 

pelaku dalam pelaksana iyalah para sahabat.49 Undang-Undang dan peraturan 

yang dikeluarkan oleh lembaga Tasyri’iah harus mengikuti ketentuan-

ketentuan  kedua sumber syariat Islam. Oleh karena itu terdapat tiga fungsi 

atau wewenang lembaga Tasyri’iah dan setiap wewenang sudah terdapat 

dalam nas Al-Quran dan Hadis. 

a. Mengeluarkan Undang-Undang ilahiyah yang disyariatkan oleh Allah 

SWT dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi SWT 

b. Melakukan penalaran kreatif (ijtihad) terhadap permaslahan-permaslahan 

yang secara tegas tidak dikeluarkan oleh Nas, disini para Tasyri’iah ber 

ijtihad dengan mengacu prinsip Jalb Al-Masalih dan Daf’al-Mafasid 

(membuang mudhorot dan mengambil kemaslahatan). 

c. Mengadakan pengawasan terhadap bendahara Negara, dalam jangka waktu 

tertentu Tasyri’iah juga memintak sebuah pertanggung jawaban keuangan 

kepada bendahara Negara. 

Mahmud Hilmi dalam bukunya Muhammad Iqbal yang berjudul Fikih 

Siyasah berpendapat bahwa: 

“Al-Sulthah Al-Tasyi’iyah mempunyai kewenangan dibidang politik”. 
Al-Sulthah Al-Tasyi’iyah melakukan pengontrolan, bertanya, dan 
memintak penjelasan terhadap Tanfidziah.50 

49 Ibid.,162 
50 Ibid.,164 

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

26 

 

Demikian kewajiban rakyat menyerahkan pelaksanaan roda pemerintah 

kepada Negara untuk menjamin keseimbangan antara dua pihak yakni antara 

rakyat dan Negara. Agar masing-masing hak tidak dilanggar satu sama lain, 

atau mendominasi fihak lainnya. Oleh karena itu sebuah kewenangan 

pemerintah dalam menentukan sikap terhadap warganya terutama warga 

Tionghoa staeless yang tinggal di Negara Indonesia, namun bermasalah soal 

dokumen Kewarganegaraan, dalam tindakan pemerintah melalui kebijakan-

kebijakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 RI, Undang-Undang, dan 

peraturan pemerintah, sepertihalnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia telah mengeluarkan Peraturan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia No.35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penegasan Status 

Kewarganegaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia 

Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen Kewarganegaraan. Telah 

menjadi solusi sebuah permasalahan Negara terhadap warganya, pemerintah 

telah mengambil kebijakannya cepat, tepat, dan efesien guna membantu 

warga asing Stateless. 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu analisis fikih dusturiyah teradap 

kedudukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 35 Tahun 

2015 sebagai bentuk pengaturan warga Tionghoa stateless di Indonesia, maka 

metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, atau 
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yang disebut juga dengan penelitian doktrinal, peelitian hukum ini 

dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 

(law in boks) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaedah atau norma yang 

merupakan patokan prilaku manusia.51 

Selain itu juga tesis ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (Library 

Reseach), penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang 

berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan 

mencatat, serta mengelolah bahan sumber kepustakaan.52 Penelitian yang 

bertujuan membuat Scientific Law, pembuatan model atau ingin 

membandingkan apa yang seharusnya terjadi dengan kejadian yang 

sebenarnya maka digunakanlah teori. Mengacu pada teori-teori yang berlaku 

dan dapat dicari buku-buku teks ataupun dari penelitian orang lain baik yang 

sudah di publikasikan maupun belum merupakan suatu faktor dari keilmiahan 

penelitian yang akan dilakukan oleh karena itu acuan teori ini menjadi 

keharsan.53  

2. Sumber Data 

Adapun yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah darimana 

data yang diperoleh.54 Oleh karena itu dalam penelitian ini memiliki dua 

sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. 

a. Data primer 

51 Zainal Askin, Amirudin, Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Rajawali Press,2012).,118 
52 Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan,(Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004).,3 
53 Husein Umar, Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis,(Jakarta: Rajawali 

pers,2011).,9-10 
54 Suharsimi, Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,(Jakarta: Rineke 

Cipta,2006).,129 
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Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama 

melalui penelitian.55 Data primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Undang-undang Dasar 1945 Republik Indonesia. 

2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia. 

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 

4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi 

Pemerintahan. 

5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 

2015 Tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik 

Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak 

Memiliki Dokumen Kewarganegaraan. 

6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 29 Tahun 2015 Tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai 

bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian 

atau pendapat pakar hukum.56 

1) Al-mawardi, Al-Ahkam Al Sultoniyah hukum-hukum penyelenggara 

dalam syariat Islam. 

2) Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah 

55 Soarjono Soekanto, Pengantar Peneliian Hukum, (Jakarta: Penerbit UI,2007).,12 
56 Amiruddin, metode Penelitian......,118 
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3) Titik Triwulan Tutik, Pokok Pokok Hukum Tata Negara. 

4) Jamili Asshiddiqie,Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi. 

5) Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara. 

6) Gouw Giok Sioang,Warga Negara dan Orang Asing 

7) Leo Surya Dinata, Negara  Dan Etnis Tionghoa Khusus Indonesia. 

8) Buku-buku, tesis, jurnal-jurnal, website yang berkaitan tentang fikih 

dusturiyah dan legalitas hukum warga Tionghoa stateless. 

3. Metode Pendekatan 

Dari konsekwensi dari penelitian Normatif, maka penelitian terhadap 

kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor. 35 Tahun 2015 

sebagai bentuk pengaturan warga Tionghoa Stateless di Indonesia ini 

menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan 

yaitu suatu metode pendekatan dengan menelaah Undang-Udang dan regulasi 

yang bersagkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani serta 

menggunakan pendektan Konseptual yaitu dengan memplajari perundang-

undangan dengan doktri-doktrin didalam ilmu hukum.57 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengmpulan data ini penulis merujuk sumber primer baik 

sumber tersebut yang terdapat langsung dalam undang-undang maupun 

sumber-sumber sekunder terkait kajian orang lain yang membahas  tentang, 

kewenangan pemerintah kepada warganya, nasip legalitas hukum warga 

Stateless, dan warga Tionghoa Stateless dilihat dari hukum konstitusi 

57 Peter Muhammad Murzaki,Penelitian Hukum,(Jakarta:Kenana,2010).,93 
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Indonesia dan siyasah Dustriyah. Disamping studi dokumenter dan studi 

kepustakaan teknik pengumpulan data dilakukan secara Kualitatif dengan 

tahapan-tahapan metode: 

a. Reading, yaitu dengan membaca dan mempelajari literaur-literatur yang 

berkenaan dengan tema penelitian. 

b. Writing, yaitu mencatat data yang berkenaan dengan penelitian. 

c. Editing, yaitu pemeriksa data secara cermat dari kelengkapan refrensi, arti 

dan makna, istilah-istilah atau ungkapan-ungkapan dan semua catatan data 

yang telah dihimpun. 

5. Analisis  

 Bahan hukum yang terkumpul kemudian di Analisis secara 

Deskriptif dengan menggunakan pola Induktif dalam hal ini yang menekankan 

pada penalaran dengan menggambarkan hasil penelitian yang diperoleh 

dalam pengumpulan data.58 Selanjutnya dijelasan secara logis dan sistematis 

dengan menguraikan, membehas, menafsirkan temuan-temuan penelitian 

dengan perspektif atau sudut pandang Undang-Undang, dan fikih Dusturiyah 

yang disajikan dalam bentuk Narasi sebagai proses untuk merumuskan suatu 

kesimpulan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Sesuai dengan permasalaha yang dibahas Dalam menyajikan penulisan 

ini, penulis menyusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: 

58 Lexy J.Moeloeng,Metologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 
Rosdakarya,2002).,193 
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Bab Pertama, adalah uraian pendahuluan yang menjelaskan langkah-

langkah yang dilakukan dalam pembahasan Tesis ini, meliput: latarbelakang 

masalah, idenifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat 

penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teoritik, sistemaika 

pembahasan. 

Bab Kedua, adalah Kedudukan dan pengaturan warga Tionghoa 

stateless di Indonesia, yang mencakup Sejarah dan asal muasal perkembangan 

warga Tionghoa di Indonesia, kedudukan hukum warga Tionghoa setateliss di 

Indonesia pada masa sebelum kerdekaan dan sesudah kemerdekaan, Peraturan 

pemerintah Indonesia terhadap warga asing Tionghoa stateless dalam Undang-

Undang dan fikih dusturiyah dan selanjutnya mengenai Kedudukan hukum 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 

sebagai bentuk pengaturan warga Tionghoa stateless di Indonesia. 

Bab Ketiga, pemaparan hasil penelitian dan pembahasan yang 

mencakup Kedudukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor. 35 

Tahun 2015 sebagai bentuk pengaturan warga Tionghoa stateless di Indonesia, 

Regulasi warga Tionghoa stateless di Indonesia dalam peraturan dan perundang-

undangan, Kedudukan dan pengaturan warga Tionghoa stateless di Indonesia 

menurut Kedudukan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 

35 Tahun 2015, Kedudukan dan pengaturan warga Tionghoa stateless di 

Indonesia menurut fikih Dusturiyah. 

Bab Keempat, pemaparan. Analisis Status Warga Negara Tionghoa 

Stateless di Indonesia Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
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Manusia Nomor. 35 Tahun 2015. Analisis Fikih Dusturiyah Terhadap Status 

Hukum Warga Negara Tionghoa Stateless Berdasarkan Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015. 

Bab Kelima, adalah penutup. Pada bab ini di uraikan mengenai 

kesimpulan dan rekomendasi penulis pada hasil penelitian. 
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BAB II 

STATUS KEWARGANEGARAAN WARGA ASING STATELESS DI 

INDONESIA  

 

 

 

A. Status Kewarganegaraan 

1. Teori Kewarganegaraan Menurut Konsitusi Indonesia dalam Status 

Kewarganegaraan. 

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan, menyebutkan bahwa “kewarganegaraan adalah hal ihwal 

yang berhubungan dengan warga Negara”. Diterangkan pada pasal 26 ayat 

(2) UUD Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “syarat yang 

mengenai kewaranegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang”.1 Negara 

Indonesia menganut asas Ius Soli hal tersebut tercantum dalam pasal 1 ayat 

(a) dan (b) Undang-Undang Nomor. 03 Tahun 1946 Jo Undang-Undang 

Nomor 6 Tahun 1947 Jo Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan yaitu:2 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Warga Negara 
adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan. 2. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang 
berhubungan dengan warga negara. 3. Pewarganegaraan adalah tata cara 
bagi orang asing untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik 
Indonesia melalui permohonan.3 

 

1 UUD 1945 Pasal 26 Ayat (2) 
2 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara....314 
3 Undang-Undang Nomor. 03 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1947 Jo 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan pasal 1 ayat (a) dan (b). 
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Didalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 menyatakan 

bahwa Ius Sanguinis menggantikan Ius Soli, hanya keturunan yang bisa 

menentukan sebuah kewarganegaraan tetapi bukan daerah kelahiran, haya 

asas Ius Soli yang berlaku ketika jika anak tidak diketahui orang tuanya.4 

a. Hal ini terjadi karena adanya semangat nasionalisme tidak mudah orang 

asing hanya karena kelahiran saja menjadi warga Negara Indonesia. 

b. Mencegah Bipatride ketentuan bahwa kewarganegaraan Indonesia Hanya 

akan diperoleh apabila tidak memperoleh kewarganegaraan lain. 

Negara yang menganut Ius Sanguinis identitas kewarganegaraan 

berdasarkan faktor kewarganegaraan ketrunan orang tua atau atas dasar 

ikatan hubungan darah tersebut tetap membatasi pergaulan antarpenduduk 

yang berbeda kewargaegaraannya. Karena itulah diadakan pengaturan 

bahwa status kewarganegaraan ditentukan atas dasar kelahiran atau proses 

Naturalisasi atau pewarganegaraan.5 Dari proses inilah untuk mencegah 

terjadinya kemungkinan seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan 

atau Stateliss (apatride) tetap juga bisa saja seseorang memiliki 

kewarganegaraan ganda atau dwikewarganegaraan (bipartride).6 

Menurut Titik Triwulan Tutik dalam bukunya yang berjudul 

Pokok-Pokok Hukum Tata Negara menyebutkan bahwa: 

Dikenal ada dua naturalisasi diantaranya adalah: 
1. Naturalisasi biasa yaitu naralisasi yang dilakukan oleh orang asing 

melalui perohonan dan prosedur yang telah ditentukan. 

4 Apeles Lexi Lonto, Etika Kewarganegaraan, ( Anggota IKAPI: Yogyakarta,2013 ).,52 
5 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara...,235 
6 Titik Triwulan Tutik, Pokok Pokok Hukum Tata Negara, (Prestasi Pustaka : Jakarta, 

2006).,234 
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2. Naturalisasi istimewa adalah pewarganegaraan yang diberikan oleh 
pemerintah (presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan 
kepentingan negara atau bersangkutan telah berjasa terhadap 
Negara.7 
 

Proses pewarganegaraan atau Naturasasi diatur didalam Pasal 8, Jo 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tetang Kewarganegaraan 

Republik Indonesia yang berbunyi: 

Pasal 8  
Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui 
pewarganegaraan.  
Pasal 9  
Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika 
memenuhi persyaratan sebagai berikut:  
a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;  
b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di 

wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun 
berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-
turut;  

c. sehat jasmani dan rohani;  
d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;  
f. jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak 

menjadi berkewarganegaraan ganda;  
g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan h. 

membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.  
Pasal 10  
(1)Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup 
kepada Presiden melalui Menteri.  

(2)Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) disampaikan kepada Pejabat.8 

 
Siapa-siapa yang menjadi kewarganegaraan digunakan dua kriteria, 

yaitu:9 

7 Ibid.,237 
8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tetang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 

pasal 8 jo pasal 10 
9 Apeles Lexi Lonto, Etika Kewarganegaraan...,55 
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a. Kriteria kelahiran, kriteria ini masi didakan menjadi dua lagi diantaranya 

adalah:  

1) Kelahiran berdasarkan asas status kewarganegaraan ibu bapaknya (Ius 

Sanguinis). 

2) Kriteria kelahiran berasarkan asas tempat kelahiran (Ius Soli). 

b. Prinsip kewarganegaraan, prinsip ini digunakan secara bersama dengan 

mengutamakan salah satu, tetapi meniadakan salah satu. Konflik antara 

Ius Sanguinis dan Ius Soli hanya akan menyebabkan terjadinya Bipatrid 

kewarganegaraan ganda atau Stateless tidak Berkewarganegaraan. 

Berhubungan dengan itu maka untuk mengetahui kewarganegaraan 

digunakan dua stalsel kewarganegaraan yaitu: 

1) Stalsed aktif, hak untuk mengetahui kewarganegaraan (hak opsi)  

2) Stalsel pasif, hak untuk menolak kewarganearaan (hak reputasi) 

Disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undan Nomor 12 Tahun 2006 

Tentang Kewarganegaraan yang berbunyi:10 

a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan 
dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia 
dengan Negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah 
menjadi Warga Negara Indonesia;  

b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan 
ibu Warga Negara Indonesia;  

c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga 
Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing;  

d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga 
Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;  

e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga 
Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai 
kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak 
memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;  

10 Undang-Undan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan 
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f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah 
ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya 
Warga Negara Indonesia;  

g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu 
Warga Negara Indonesia;  

h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu 
warga Negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara 
Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum 
anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;  

i. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada 
waktu lahir tidak belas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;  

j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik 
Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;  

k. Anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila 
ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak 
diketahui keberadaannya;  

l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia 
dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena 
ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan 
kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan 

m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan 
permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya 
meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan 
janji setia. 
 
Keterangan pasal 4 Undang-Undan Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan diatas menjelaskan bahwa pada dasarnya yang menganut 

asas Ius Soli secara terbatas hanya anak-anak artinya hanya asas Ius Soli 

tersebut yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak.11 Undang-Undan 

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan hanya mengakomodasi 

dua asas, yaitu: 

a. Asas kewarganegaraan tunggal yang artinya untuk menentukan  bahwa 

hanya ada satu kewarganegaraan bagi setiap orang.  

11 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara...,316 
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b. Asas kewarganegaraan ganda artinya asas menentukan kewarganegaraan 

hanya bagi anak yang belom dewasa belom berumur 18 tahun atau belum 

kawin.12 

Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan, mempunyai asas khusus sebagai dasar dalam 

penyusunan Undang-Undang terhadap wargaNegara Republik Indonesia 

yaitu:13 

a. Asas Kepentingan Nasional adalah asas yang mentukan bahwa peraturan 

kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang 

bertekat mempertahankan kedaulatan sebagai Negara kesatuan yang 

memiliki cita-cita dan tujuan sendiri.  

b. Asas Perlindungan Maksimum adalah asas yang menentukan bahwa 

pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada setiap warga 

Negara Indonesia dalam keadaan apapun di dalam maupun di luar 

Negeri. 

c. Asas Persamaan didalam hukum dan pemerintah adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap warga Negara Indonesia mendapatkan 

perlakuan yang sama didalam hukum pemerintahan. 

d. Asas Kebenaran Suftansif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang 

tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai subtansi dan syarat-

syarat permohonan yang dapat bertanggung jawabkan kebenaran.  

12 Ibid,.317 
13 Ibid., 
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e. Asas Non-Diskriminatif adalah asas yang tidak membedakan perlakuan 

dengan segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara atas 

dasar suku, agama, ras, golongan, dan jenis klamin 

f.  Asas Pengakuan dan Penghormatan  terhadap Hak Asasi Manusia adalah 

asas yang dalam segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga 

Negara harus menjamin, melindungi, dan memuliakan Hak Asasi 

Manusia pada umumnya dan hak warga Negara pada khususnya. 

g. Asas Keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal 

ihwal yang berhubungan dengan warga Negara harus dilakukan secara 

terbuka.  

h. Asas Publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seseorang yang 

memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia 

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia agar masyarakat 

mengetahui. 

2. Teori Hak Asasi Manusia Menurut Konstitusi Indonesia dalam Status 

Kewarganegaraan. 

Pasal 28a UUD 1945 disebutkan bahwa. “Setiap orang berhak 

untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.14  

Pengertiang Hak Asasi Manusia disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-

Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang 

berbunyi:15 

14 UUD 1945 Pasal 28a 
15 Ahmad Sukarja,Hukum Tata Negara......,189 
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Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib di hormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, 
dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan ahrkat dan 
martabat manusia.16 
 
Ahmad Sukarja, mengartikan Hak Asasi Manusia dalam 

karangannya buku yang berjudul, Hukum Tata Negara dan Hukum 

Aministrasi Negara dalam Prespektif Fikih Siyasah adalah Hak Asasi 

Manusia sebagai hak dasar atau hak pokok, seperti hidup dan hak 

mendapatkan perlindungan. Hak Asasi Manusia sering juga disebut sebagai 

hak kodrat, hak dasar manusia dan hak mutlak  dalam bahasa inggris 

disebutkan (Natural Rights, Human Rights, Fundemental Rights,) 

sedangkan dalam bahasa belanda disebutkan sebagai (Grondrechten, 

Mensen Rechten dan Rechten Van De Mens).17 

Menurut Jan Materson, dari komisi Hak Asasi Manusia PBB 

didalam kutipannya Baharuddin Lopa bahwa Hak Asasi Manusia adalah 

hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia 

mustahil dapat hidup sebagai manusia.18 

Leach levin seorang aktivis PBB mengungkapkan bahwa konsep 

Hak Asasi Manusia ada dua pengertian. Pertama, bahwa Hak Asasi 

Manusia tidak bisa dipisahkan dan dicabut, Hak Asasi Manusia adaah hak 

manusia karena ia seorang manusia. Kedua, Hak Asasi Manusia adalah hak-

16 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (1) 
17 Ahmad Sukarja,Hukum Tata Negara.....,189 
18 Titik Triwulan Tutik, Kuntruksi Hukum Tata Negara.....,281 
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hak menurut hukum, yang dibuat melalui proses pembentukan hukum dari 

masyarakat itu sendiri baik secara nasional maupun internasional.19 

Rumusan Hak Asasi Manusia secara lebih jelas dapat dilihat dalam 

isi teks pembukaan UUD 1945 dari aliniah pertama sampai aliniah keempat 

yang berbunyi:20 

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala 
bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus 
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-
keadilan.  

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah 
sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa 
mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang 
kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, 
adil dan makmur.  

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan 
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan 
kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan 
ini kemerdekaannya.   

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah 
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang 
Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 
susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 
dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, 
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan 
Kerakyatan yang dipimpin olehhikmat kebijaksanaan dalam 
Permusyawatan atau Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu 
Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

 
Dari sini bahwasannya Negara Indonesia mengakui adanya Hak 

Asasi Manusia, dalam hal ini adalah hak untuk kemerdekaan. Didalam 

19 Mashmood A.Baderin, international human rights and Islamic law, (london:oxfrod 
universty pers,2003).,122 dikutip dalam tesis, Faizurrohman, hak kebebasan berpendapat dalam 
hubungan dengan pencemaran nama baik menurut KUHP, Tesis(Universitas Islam Negeri Sunan 
Ampel,2015).,35 

20 UUD 1945  
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alenia pertama hakikatnya pengakuan adanya sebuah kebebasan untuk 

merdeka, bebas dari penindasan dari bangsa lain. Pengakuan 

prikemanusiaan adalah intisari rumusan Hak Asasi Manusia. Pada 

hakikatnya Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh 

setiap manusia semata-mata karena dia manusia.21 Alinia pertama dan kedua 

menunjukkan prikeadilan dan keadilan artinya dasar moral yang universal 

yang mendasari norma lain, baik dibidang etika atau hukum. Sedangkan 

dalam alinea ketiga dapat ditarik kesimpulan bahwa keinginan 

menggenggam kebebasan yang yang menjadi bagian dari hak-Hak Asasi 

Manusia yang Fundemental, maka dnyataan kemerdekaannya.22 Sedagkan 

dalam alinia keempat dapat disimpulkan bahwa kita juga menyusun 

kemerdekaan itu dalam UUD Negara Indonesia yaitu: suatu Negara yang 

berdasarkan pada kemanusiaan yang adil dan beradab, maka bangsa 

Indonesia dan UUD 1945 jelas mengakui adanya Hak Asasi Manusia.23 

Dahlan Thalip berpendapat bahwasannya secara ringkas isi dalam 

alenia ke empat pembukaan UUD 1945 terkandung perlindungan Hak Asasi 

Manusia dalam berbagai bidang, diantaranya politik, hukum, sosial, cultural 

dan ekonomi.24 

Prinsip-prinsip dan dasar pemikiran hak asasi mausia dalam 

pembukaan UUD 1945 secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut: 

21 Yusril Ihza Mahendra, Dinamika TataNegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah 
Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaan, (Gema Insani Press: Jakarta,1996).,92 

22 Faizurrohman, Hak Kebebasan Berpendapat......,53 
23 Ibid., 
24 Dahlan Thalib, Pancasila Yuridiksi KetataNegaraan,(UPP YKPN: yogyakarta,1999).,90 
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a. Kemerdekaan Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah YME. 

Merupakan suatu prinsip kebebasan pribadi warga Negara yang berasal 

dari anugrah tuhan YME. 

b. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, merupakan suatu prinsip kemerdekaan nasional yang 

mengayomi kemerdekaan warga Negara segenap goongan dan lapisan. 

c. Untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Merupakan prinsi pengakuan dan jaminan atas kesejahteraan dan 

sosial budaya warga Negara. 

d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, 

perdamaian abadi dan keadilan sosial. Merupakan prinsip pengakuan atas 

Hak Asasi Manusia, menghormati kemerdekaan setiap bangsa didunia 

perdamaian hidup dan kesejahteraan. 

e. Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan pancasila. 

Merupakan suatu prinsip dasar falsafah kenegaraan yang tersirat suatu 

hak-hak manusia sepenuhnya sebagai manusia yang tercantum dalam 

pancasila.25 

Didalam Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 Tentang Hak 

Asasi Manusia juga tedapat asas-asas dasar Hak Asasi Manusia terdapat 

pada Pasal 2 Jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 Tentang 

Hak Asasi Manusia yang berbunyi: 

Pasal 2  

25 Faizurrohman, Hak Kebebasan Berpendapat......56 
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Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi Hak 
Asasi Manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara 
kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus 
dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat 
kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan.  
  
Pasal 3  
1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia 

yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk 
hidup bermasyarakat, berbangsa, dan berNegara dalam semangat 
persaudaraan.   

2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 
perlakuan yang sama didepan hukum.  

3) Setiap orang berhak atas perlindungan Hak Asasi Manusia dan 
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.  

  
Pasal 4  
Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, 
hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, 
dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut 
adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan 
apapun dan oleh siapapun.  
  
Pasal 5  
1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut 

dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya didepan umum.  

2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil 
dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.  

3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan 
berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 
dengan kekhususannya.  

  
Pasal 6  
1) Dalam rangka penegakkan Hak Asasi Manusia, perbedaan dan 

kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan 
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah.  

2) Indentitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah 
ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan jaman.  

  
Pasal 7  
1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum 

nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran Hak 
Asasi Manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum 
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internasional mengenai Hak Asasi Manusia yang telah diterima 
Negara Republik Indonesia.  

2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima Negara 
Republik Indonesia yang menyangkut Hak Asasi Manusia menjadi 
hukum nasional.  

  
Pasal 8  
Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan Hak Asasi 
Manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah. 
 

Mengawasi dalam pelaksanaan HAK ASASI MANUSIA 

sebelumnya juga sesudahnya dibentuklah komisi, yaitu komnas HAK 

ASASI MANUSIA berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 

1993. Komisi ini dinyatakan tetap berfungsi berdasarkan Pasal 105 Undang-

Undang Nomor.39 Tahun 1999 Tentang HAK ASASI MANUSIA yang 

berbunyi: 

1) Segala ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia yang diatur dalam 
peraturan perUndang-Undangan lain dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak diatur dengan Undang-Undang ini.  

2) Pada saat berlakunya Undang-Undang ini:  
a) Komnas HAK ASASI MANUSIA yang dibentuk berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAK 
ASASI MANUSIA menurut Undang-Undang ini;  

b) Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komnas HAK ASASI 
MANUSIA masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan 
wewenangnya, berdasarkan Undang-Undang ini sampai 
ditetapkan keanggotaan Komnas HAK ASASI MANUSIA yang 
baru; dan   

c) semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAK 
ASASI MANUSIA, tetap dilangsungkan penyelesaiannya 
berdasarkan Undang-Undang ini.  

d) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya 
Undang-Undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan 
wewenang serta tata tertib Komnas HAK ASASI MANUSIA 
harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.26 
 
 

26 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAK ASASI MANUSIA 
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B. Status Kewarganegaraan Warga Tionghoa di Indonesia. 

1. Warga Etnis Tionghoa Stateliss di Indonesia. 

a. Pengertian warga etnis Tionghoa 

Warga etnis Tionghoa adalah orang asing berasal dari dataran 

Tiongkok khususnya dari wilayah Guangdong, Hokkian dan Hainan yang 

bermigrasi, dan menikah kepada warga Indonesia.27 Etnis Tinghoa di 

Indonesia terbagi mejadi beberapa bagian etnis diantaranya, etnis 

Tionghoa Hakka, etnis Tionghoa Hokkian, etnis Tionghoa Taiochiu, etnis 

Tionghoa Hainan. Berdasarkan wilayah domisili, etnik Tionghoa dibagi 

menjadi orang Tionghoa Medan, orang Tionghoa Jawa, orang Tionghoa 

Kalimantan, orang Tionghoa Bangka, dan lain-lain.28  

Asal-usul nasionalisme Tionghoa di Indonesia ditandai dengan 

pembentukan sebuah organisasi sosial keamaan, Tionghoa yang dikenal 

dengan nama Tionghoa Hwe Koan THHK sekitar pada tahun 1900.29  

Pada tahun 1900 Phoa Keng Hek, presiden THHK mengirimkan surat 

pada komunitas Tionhoa pentinga dalam alasan-alasan pendirian THHK 

di Indonesia.  

b. Sejarah warga etnis Tionghoa Stateless di Indonesia 

 Penulisan sejarah Indonesia, peranan orang Tionghoa dalam 

berbagai hal Hak Asasi Manusiapir tidak pernah disebutkan secara 

panjang lebar meskipun banyak bukti sejarah yang menunjukkan 

27 Syimpony Akelba Cristin, “Identitas Budaya Orang Tionghoa Indonesia”, Jurnal 
Cakrawala Mandarin, Nomor 01 (April, 2017).,11.  

28 Ibid.,12 
29 Leo Suryadinata, Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia, (LP3ES: Jakarta,2005).,19 
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sumbangan etnis Tionghoa bagi perkembangan Indonesia,  misalnya 

dalam bidang agama, kesasteraan, bahasa, kesenian, olah raga, bangunan, 

teknologi makanan dan dalam bidang kedokteran. Bahkan  gambaran 

umum mengenai etnis Tionghoa di Indonesia yang ada selama ini dalam 

pandangan masyarakat umum bahwa, golongan Tionghoa merupakan 

“binatang ekonomi”(Economic Animal) yang bersifat oportunis, tidak 

memiliki loyalitas politik, tidak nasionalis, dan hanya memikirkan 

kepentingan diri sendiri. Kalaupun masyarakat etnis Tionghoa 

disinggung dalam penulisan sejarah biasanya banyak berkaitan dengan 

peranannya di bidang ekonomi sebagai penguasa jalur ekonomi yang 

banyak merugikan masyarakat pribumi dari kota sampai pelosok desa. 

Pembangunan bangsa Indonesia merupakan proses panjang 

komplek, dan melibatkan etnis-etnis lain namun tidak terbatas pada etnik 

Tionghoa saja. Minoritas-minoritas selain etnik Tionghoa juga terlibat 

dalam pembangunan Indonesia. Multikultural dapat bertentangan dengan 

konsep kebangsaan Indonesia yang berdasarkan model penduduk asli 

Indonesia (Indigeneusity). Secara konseptual bangsa merupakan konsep 

yang relatif baru yang berbeda dengan Negara, sedangkan bangsa bersifat 

budaya sosial dan politik sementara Negara bersifat hukum.30 

Menurut Sekiner Pada masa sebelum tahun 1960, ciri-ciri orang 

Cina di Indonesia dan keterikatannya dengan kelompok keturunan Cina 

adalah penggunaan nama keluarga Cina (marga). Namun penggunaan 

30 Leo Suryadinata, Kebijakan Indonesia Terhadap Etnik Tionghoa,Jurnal Antropologi 
Indonesia (Institut Of Southeast Asian Studens vol.71 tahun 2003).,5 
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nama Cina ini tidak dipakek lagi di Indonesia sejak pergantian pimpinan 

Indonesia dari Ir.Soekarno kepada Jenderal Angkatan Darat Soeharto 

tahun 1967. Sebelum periode Orde Baru 1967, di beberapa tempat 

tertentu di Indonesia semisal daerah Bagan Siapi-api (Riau), atau 

Singkawang  (Kalimantan Barat), orang dengan mudah mengenali warga 

kelompok etnik Cina, melalui bahasa percakapan yang diucapkan. Ketika 

berbicara dengan sesama warga keturunan Cina, mereka akan 

menggunakan  salah satu dialek Cina, dan bila berhadapan  dengan orang  

Pribumi mereka menggunakan bahasa Indonesia dengan intonasi dan 

artikulasi bahasa etnik Cina.  

Pada tahun 1967, di mana semua orang, apalagi warga keturunan 

Cina, digalakkan untuk berbicara dalam bahasa Indonesia, maka ciri-ciri 

pengenalan melalui bahasa Indonesia dalam percakapan ini pun 

semakinm susah untuk dikenali.31 

Dari segi keagamaan (kepercayaan), sebelum Orde Baru, sebagian 

besar warga keturunan Cina adalah pengikut kepercayaan Samkau 

(Tridarma), yaitu kombinasi tiga ajaran Konghucu-Tao-Budha, atau 

pemeluk agama tradisional Cina Shenisme, dengan upacara-upacara yang  

khas warisan budaya Cina.32 Tapi setelah tahun 1967, di mana setiap 

orang Indonesia diwajibkan untuk mengikuti salah satu dari 5 agama 

resmi: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan  Budha   maka sebagian besar 

warga keturunan Cina mengaku sebagai penganut Budha, atau berpindah 

31 https://www.academia.edu/6666983/pemetaan sosial politik kelompok etnik cina di 
Indonesia di akses pada tanggal 18 Oktober 2017 

32 Leo Suryadinata, Pemikiran Politik Etnis...,1 

                                                           

https://www.academia.edu/6666983/pemetaan%20sosial%20politik%20kelompok%20etnik%20cina%20di%20indonesia
https://www.academia.edu/6666983/pemetaan%20sosial%20politik%20kelompok%20etnik%20cina%20di%20indonesia


 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

49 

 

agama yang pada umumnya ke agama Nasrani. Setelah  itu  mereka 

mengubah namanya sesuai dengan nama yang umum di kalangan  

pengikut  agama  Nasrani tersebut. Begitu juga halnya  dengan  upacara-

upacara tradisional Cina yang sebagian dilaksanakan secara  besar-

besaran dan terbuka, telah dilarang oleh Pemerintah Orde Baru. 

Pada tahun 1910 hindia belanda memberlakukan Undang-Undang 

WNO, yang mengumumkan bawasannya seluruh orang Tionghoa di 

hindia beland adalah kawula belanda. Meski kedua pemerintahan dari 

pihak hindia belanda dan pemerintahan Tiongkok menyatakan dan 

mengklaim bahwa tionghoa yang berada di hindia belanda adalah subyek 

nasional mereka. Tetapi pemerintahan kerajaan Tiongkok dan kerajaan 

hindia belanda membuat persetujuan mendatangani Consulaire Treaty 

yang berisi persetujuan pemerintah Tiongkok atas diberlakukannya 

hukum belanda kepada orang-orang Tionghoa peranakan selama mereka 

berada di hindia belanda.33  

Dari segi kewarganegaraann, menurut Undang-Undang Republik 

Indonesia, pribumi Indonesia jelas berwarganegara Indonesia. Sementara 

keturuna cina tidak jelas kedudukannya samai ahir tahun 1950. Seangka 

pada tanun 1955 sampai 1960 terjadi perundingan antara pemerintah 

Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina untuk menentukan 

kedudukan kewarganegaraan keturunan cina di Indonesia. Perundingan 

itu mucul secara garis besar tiga jenis kelompok etnis cina menurut status 

33 Benny G.Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Poltik,(EKASA: Jakarta,2002).,37 
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kewarganegaraan yaitu: warga Negara Indonesia, warga Negara Republik 

Cina dan Stateless. Karena Indonesia memberlakukan asas Ius Soli 

artinya kewargaegaraan ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya.34 

Perjanjian dwi-kewarganegaraan diratifikasi DPR RI pada17 Desember 

1957 dan oleh kongres RRT pada 30 Desember tahun 1957, namun 

pelaksanaan tertunda hingga pada tahun 1962. 

Migrasi etnis Tionghoa ke Indonesia secara besar-besaran terjadi 

pada abad ke 19 sampai abad ke 20, dengan atas dasar izin dari kolonial 

belanda etnis Tionghoa bisa dengan mudah masuk kewilayah 

nusantara.35 

2. Teori Negara Hukum Menurut Konstitusi Indonesia dalam Status 

Kewarganegaraan Warga Tionghoa di Indonesia 

Menurut Aritotales Negara hukum adalah suatu persekutuan 

daripada keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya.36 

Negara hukum lahir dan dalam situasi kesejahteraan berkembang. Konsep 

Negara hukum dianggap sebagai konsep Universal. Pada dataran 

implementasi, ternyata memiliki karateristik yang beragam. Secara historis 

dan praktis konsep Negara hukum muncul dalam berbagai model seperti 

Negara hukum menurut Al-Quran dan Assunah atau nomokrasi Islam, 

Negara hukum menurut konsep Eropa Kontinental yang dinamakan 

34 Ibid.,38 
35 Ibid.,39 
36 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah Dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945, (Jakarta 

Timur: Sinar grafika,2012 )  
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Rechtsstaat, Negara hukum menurut Anglo-Saxon (Rule Of Law), konsep 

Sosialist Legality, dan konsep Negara hukum pancasila. 37 

Menurut Stahl, unsur-unsur Negara hukum (Rechtsstaat) adalah 

sebagai berikut: 

a. Pelindungan Hak Asasi Manusia. 

b. Pemisahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

c. Peradilan administrasi dan perselisihan 

Menurut Anglosakson munculnya konsep Negara hukum (Rule Of 

Law) dengan unsur-unsur sebagai berikut:38 

a. Supramasi aturan-aturan hukum (Supramasi Of Law) tidak adanya 

kekauasaan sewenang-wenang (Absence Of Abritrary Power) dalam arti 

bahwa seorang hanya boleh dihukum kalo melanggar hukum. 

b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (Equality Before The 

Law) kedudukan ini berlaku kesemua kalangan, pejabat maupun warga 

sipil. 

c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang  serta keputusan 

peradilan. 

Didalam perkembangan konsepsi Negara hukum tersebut 

mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya 

sebagai berikut: 

a. Sistem pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat. 

37 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Rajawali Pers: Jakarta,2014).,1 
38 Ibid.,3 
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b. Bahwa pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus 

berdasar atas hukum atau peraturan perUndang-Undangan. 

c. Adanya jaminanan terhadap hak-Hak Asasi Manusia (warga Negara). 

d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (Rechterliike Controle) 

yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tesebut benar-

benar tidak memihak dan tidak beada dibawah pengaruh eksekutif. 

e. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara. 

f.  Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga 

Negara untuk turut mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan 

yang dilakukan oleh pemerintah. 

g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang 

merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga Negara.  

Dari uraian konse tersebut diatas tentang Negara hukum terdapat 

dua subsider dasar, yaitu: adanya paHak Asasi Manusia konstitusi dan 

sistem demokrasi atau kedaulatan.39 

a. Konstitusi. 

Konstitusi merupakan dasar yang mengatur pokok-pokok dalam 

menjalankan Negara. Konstitusi juga menjadi pegangan warga Negara 

dan pemerintah.40 Banyak Negara konstitusi dalam bentuk tertulis dalam 

bentuk naskah UUD dan ada juga beberapa Negara konstitusi tidak 

dalam bentuk naskah tertulis. Konstitusi dalam bahasa Indonesia disebut 

sebagai Undang-Undang Dasar, yaitu Undang-Undang dasar hanyalah 

39 Titik Triwulan Tutik,Kontruksi Negara Hukum....,63 
40 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah........,33 
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sebatas dasar yang tertulis, sednagkan konstitusi disamping memuat 

hukum dasar tertulis juga memuat dasarhukum yaang tidak tertulis yang 

meliputi: konvensi (kebiasaan ketata Negaraan atau aturan-aturan dasar 

yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan Negara). 

b. Demokrasi atau kedaulatan rakyat. 

Demokrasi secara Etimologi (tinjauan  bahasa) terdiri dari dua kata 

berasal dari bahasa yunani yaitu: Demos (penduduk suatu tempat) dan 

cratein atau cratos (kekuasaan, kedaulatan).41 Menurut Franz Magnis 

Suseno, “demokrasi yang bukan Negara hukum bukan demokrasi dalam 

arti sesungguhnya. Demokrasi cara aman untuk melakukan kontrol atas 

Negara hukum”.42  

Prinsip dasar tersebut dalam perubahan UUD 1945 (amandemen 

keempat) mempertegas prinsip Negara hukum yang tertuang dalam pasal 1 

yang berbunyi:43  

Pasal  1   
1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.  
2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar. ***) 
3) Negara Indonesia adalah Negara hukum.***) 

 
Pasal  2   
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat , dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang 
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan 
undangundang.****). 

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 
lima tahun di Ibu Kota Negara.  (3) Segala putusan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.   

  

41 Titik Triwulan Tutik,Kontruksi Negara Hukum.....,67 
42 Ridwan H.R, hukum Administrasi.........,8 
43 Titik Triwulan Tutik,Kontruksi Negara Hukum.....,5 
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Pasal  3 
1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan 

menetapkan Undang-Undang Dasar. ***)  
2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil 

Presiden.***/ ****) 
3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan 

Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut 
Undang-Undang Dasar.***/****) 

 
Undang-Undang Dasar 1945 secara historis Negara hukum adalah 

Negara yang diidealkan oleh pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam 

penjelasan umum UUD 1945 sebelum perubahan tentang sistem 

pemerintahan Negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia 

berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan kekuasaan.44 

Prinsip Negara hukum yang tertuang dalam UUD 1945 yang 

dimaksud adalah dengan melakukan perlindungan hidup bagi rakyat 

terhadap tindakan pemerintah, perinsip-perinsip tersebut terdapat tiga 

bagian diantaranya adalah Pertama mengenai pembangunan prinsip 

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-Hak Asasi Manusia, karana 

mendapat pengakuan dan perlindungan hak-Hak Asasi Manusia mendapat 

tempat utama dalam Negara hukum. Pada bulan juni 1993, melalui Kepres 

Nomor.50 Presiden Suharto mendirikan komnas Hak Asasi Manusia enam 

tahun kemudian DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 

1999 Tentang Hak Asasi Manusia.45 Kedua, adanya kekuasaan kehakiman 

yang merdeka.46 Termuat dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 ialah:47 

44 Faizul Rohan,Hak Kebebasan Berpendapat.....,10 
45 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara.......,248 
46 Titik Triwulan Tutik,Kontruksi Negara Hukum.....,5 
47 UUD 1945 pasal 24 ayat 1 
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Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan.*** )  

Ketiga, adanya peradilan tata usaha atau admisistrasi Negara 

terdapat dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 ialah: 

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan 
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi 
 

Langkah-langkah tuntunan reformasi dibidang hukum dalam 

prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, terdapat tiga bagian 

diantaranya:48 

a. Mengadakan penataan ulang lembaga yudikatif. 

b. Meningkatkan kualifikasi hakim. 

c. Penataan ulang perUndang-Undangan. 

Oemar Seno Adji mengatakan bahwa pemilu yang bebas adalah 

fundemental bagi Negara hukum. Oleh karena itu penerapan dalam konsep 

Negara hukum di Indonesia adalah sistem pemilihan umum secara langsung 

oleh rakyat sehingga rakyat bebas dalam menentukan pandangannya.49 

3. Teori Kewenangan Menurut Konstitusi Indonesia dalam Status 

Kewarganegaraan Warga Tionghoa di Indonesia. 

Negara yang berdasarkan hukum tidak bisa dilepaskan dari sebuah 

konstitusi yang menjadi dasar sebuah Negara hukum. Konstitusi merupakan 

bentuk manifestasi dari konsep sebua Negara hukum yang berfingsi untuk 

48 Titik Triwulan Tutik,Kontruksi Negara Hukum......,5 
49 Ibid.,6 
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mengatur penyelenggaraan Negara yang dilakuan oleh organ-organ Negara, 

agar organ-organ tersebut dapat berjalan dengan semestiya. Maka organ-

organ tersebut harus diberikan dan dibatasi kewenangannya sesuai dengan 

fiungsinya. Adanya pengaturan dan pembatasa kewenangan inilah 

diharapkan bahwa oran-organ Negara tersebut dapat menjalankan tugas dan 

fungsinya degan baik dan agar tidak terjadi kewenangan yang saling 

tumpang tindih diantara organ Negara tersebut.50 

Teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu 

authority of theory sedangkan istilah yang digunakan dalam bahasa belanda 

adalah theorie van het gezag. H.D Stoud memberikan pandangannya 

mengenai pengertian kewenangan, adalah “keseluruhan aturan-aturan yang 

berkenan dengan perolehan dan penggunaan wewenangan pemerintah oleh 

subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik.51  Pada hakikatnya 

kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat 

perlengkapan Negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Unsur-unsur 

yang tercantum dalam teori kewenangan adalah:52 

a. Adanya kekuasaan. 

b. Adanya organ pemerintahan. 

c. Sifat hubungan hukum. 

50 Dhofir Catur Bhasori, Kompetensi Mahkamah Konstitusi Dalam Mengadili Sengketa 
Pemilukada Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015, Tesis 
(Universitas Islam Negeri Suanan Ampel Surabaya,2015).,34 

51 Salim. E. S. Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi, 
(Jakarta: Rajawali Pers, 2013).,183 

52 Ibid., 186 
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Didalam UUD 1945, seorang menteri sangat penting 

kedudukannya, karna beliaolah yang sesungguhnya sebagai pemimpin 

pemerintah. Seorang mentri sehari-hari selalu stand bay ditempat 

dibidangnya masing-masing. Kegiatan pengaturan norma-norma umum oleh 

pajabat mentri yang selama ini juga perlu penertiban dan penataan. Ada 

mentri yang biasa mengeluarkan produk hukum yang dinamakan peraturan 

mentri, tetapi ada pula yang biasa menuangkannya kedalam bentuk 

keputusan Menteri.53 Bentuk peraturan Mentri tidak dimasukkan dalam 

susunan peraturan perUndang-Undangan dalam ketetapan MPR hasil dari 

SI-MPR, tidak dimasukkan karena tidak disadari pentingnya memastikan 

bahwa bentuk peraturan mentri ini sebagai bentuk peraturan tingkat pusat 

yang paling rendah.  Menurut Jimily Assiddiqi bahwasannya dalam praktek, 

bentuk-bentuk peraturan tingkat mentri ini sampai sekarang masih simpang 

siur, oleh karena itu tidak perlu diatur secara sendiri. 

Berdasarkan pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dijelaskan bahwa kewenangan 

pemerintah, yang selanjutnya disebut kewenangan adalah kekuasaan badan 

pejabat pemerintah atau penyelenggara Negara lain untuk bertindak keranah 

hukum publik. Adapun Abdul Rasyid Thalib menjelaskan dalam bukunya 

yang berjudul Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implementasinya 

Dalam Sistem KetataNegaraan Republik Indonesia, bahwa kewenangan 

yang dimiliki oleh organ (institusi) pemerintah atau lebaga Negara dalam 

53 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi,(Jakarta: Sinar 
Grafika,2012).,107 
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melakukan perbuatan nyata, mengadakan pengaturan, atau mengeluarkan 

keputusan selalu dilandasi kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara 

atribusi, delegasi ataupun mandat.54 

Atribusi kewenangan Perundang-Undangan diartikan penciptaan 

wewenang (baru) oleh konstitusi atau Grondwet atau oleh pembentuk 

Undang-Undang (wetgever) yang diberikan kepada suatu organ Negara, 

baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk.55 Atribusi kewenangan 

yang asli atas dasar konstitusi (UUD), pada kewenangan yang diperoleh 

dengan cara delegasi harus ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada 

organ pemerintahan lain. Adapun mandat tidak terjadi pelimpahan apapun 

dalam arti pemberian wewenang. Akan tetapi pejabat yang diberi mandat 

bertindak atas nama pemberi mandat.56 

H.D Van Wijk mengartikan atribusi, delegasi, dan mandat dikutip 

dalam bukunya Ridwan.H.R yang berjudul Hukum Administrasi Negara 

iyalah:57 

a. Atribusi adalah pemberisn wewenang pemerintah oleh pembantu 
Undang-Undang kepada organ pemerintah. 

b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu 
organ pemerintahan yang lain. 

c. Mandat adalah pemberian izin yang dilakukan oleh organ 
pemerintahan agar kewenangannya dijalankan oleh organ 
pemerintahan yang lain atas namanya. 
 

54 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang Mahkamah Konstitusi Dan Implimentasinya Dalam 
Sistem KetataNegaraan Republik Indonesia, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 20o6).,217 

55 ww.hukumonline.com/klinik/detail/lt5264d6b08c174/kedudukan-peraturan-menteri-
dalam-hierarki-peraturan-perUndang-Undangan di unduh pada tanggal 24 Oktober 2017 

56 Abdul Rasyid Thalib, Wewenang.......,217 
57 Ridwan H.R Hukum Administrasi Negara,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2006).,105 
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Suatu delegasi harus memenuhi syarat-syarat tertentu,  diantaranya 

adalah: 

a. Delegasi harus definitif, artinya delegasi tidak dapat lagi menggunakan 

sendiri wewenang yang telah dilimpahkan. 

b. Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan, 

artinya delegasi hanya dimungkinkan kalao ada ketentuan untuk itu 

dalam peraturan perUndang-Undangan. 

c. Kewajiban memberi keterangan (penjelasan) artinya delegasi berwenang 

untuk memintak penjelasan tentang pelaksanaan wewenang tersebut. 

d. Peraturan kebijakan (beleidseregel) artinya delegasi memberikan intruksi 

tentang penggunaan wewenang. 

Mandat dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang kepada 

bawahan, oleh karena itu wewenang harus terdiri sekurang-kurangnya tiga 

komponen yaitu:58 

a. Komponen Pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan 

untuk mengendalikan prilaku subjek hukum. 

b. Komponen Dasar hukum ialah bahwa wewenang itu selalu harus dapat 

petunjuk dasar hukumnya. 

c. Komponen konformsi hukum mengandung makna adanya standar 

wewenang, yaitu standar umum dan standar khusus. 

 

58 Salim. E. S. Nurbani, Penerapan Teori.......,196 
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4. Kedudukan Hukum Kewarganegaraan Warga Etnis Tionghoa di 

Indonesia. 

Kedudukan kewarganegaraan Tionghoa di Indonesia terdapat 

didalam dua Undang-Undang yang berbeda yaitu Undang-Undnag yang 

dikeluarkan pemerintah Tiongkok dan pemerintah hindia belanda. 

Didalamnya meliputi penduduk migran cina di hindia belanda sebelum 

perang dunia kedua memiliki dua kewarganegaraan yang sah. Pada tahun 

1909, Undang-Undang kewarganegaraan Tiongkok telah diumumkan 

(ditegaskan kembali tahun 1929) menyatakan bahwa semua warga migran 

Cina yang berdiam di Hindia  Belanda sebagai wargaNegara Cina. 

Pada tahun 1910, pemerintah kolonial belanda mengeluarkan 

Undang-Undang yang berisi telah mengakui semua penduduk migran Cina 

yang berdiam di Hindia Belanda sebagai rakyat kerajaan Belanda.59 

Keadaan ini merupakan hasil dari kebangkitan nasionalisme Cina pada awal 

abad ke 20, ketika masing-masing Negara, yaitu  Tiongkok dan Hindia 

Belanda, ingin menarik kesetiaan warga Cina perantauan ke pihak sendiri. 

Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, setiap warga Kelompok Etnis Cina 

di Hindia Belanda menjadi warga dari dua Negara secara bersamaan. Inilah 

yang disebut dengan istilah “Dwi Kewarganegaraan.” Namun dalam 

percakapan sehari-hari mereka masih disebut sebagai “bangsa Cina” oleh 

penduduk Pribumi, yaitu satu sebutan peninggalan zaman kolonial. 60 

59 Ibid.,1 
60 https://www.academia.edu/6666983/pemetaan sosial politik kelompok etnik cina di 

Indonesia di akses pada tanggal 18 Oktober 2017 
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Pada  bulan April 1946, pemerintah Republik Indonesia yang baru 

merdeka, yang dikuasai oleh Pribumi Indonesia, mengumumkan satu 

Undang-Undang  kewarganegaraan yang baru, dengan  azaz  Ius Soli  dan 

sistem pasif. Di sini dinyatakan bahwa seluruh  Pribumi Indonesia adalah 

praktis wargaNegara Republik Indonesia. Sementara itu golongan lain, 

termasuk Kewarganegaraan Etnis Cina, baru akan menjadi wargaNegara 

Republik  Indonesia, kalau mereka: 61 

a. Lahir di Indonesia, dan telah tinggal di Indonesia selama 5 tahun.  

b. Tidak menolak kewarganegaraan  Republik Indonesia. Undang-Undang 

ini ternyata kurang efektif menyentuh warga Tionghoa karena kurang 

diketahui  umum, dan pula situasi politik Indonesia masih belum 

menentu. 

Pada awal tahun 1950, sesudah pengakuan kedaulatan  Republik 

Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar Desember 1949, 

diperkirakan jumlah  penduduk kelompok etnik Cina di Indonesia adalah 2.1 

juta  jiwa, dan sekitar 1.5 juta punya potensi untuk menjadi wargaNegara 

Republik Indonesia karena lahir di Indonesia. Menurut Kementerian 

Kehakiman Republik Indonesia, sejumah 390,000 orang dari mereka yang 

berpotensi itu menyatakan  menolak  kewarganegaraan Republik Indonesia 

dan memilih kewarga-Negaraan lain, sehingga mereka yang benar-benar 

berpotensi untuk menjadi warga Negara Indonesia tinggal 1.1 juta jiwa. 

Alasan penolakan ini tidak dijelaskan, kemungkinan adalah ketakutan akan 

61 Benny G.Setiono, Tionghoa Dalam...,38 
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dijadikan tentara dan  kuatir  masa depan yang tidak terjamin di Negara 

Republik  Indonesia yang baru. 

Pada tahun 1954 pemerintah Republik Indonesia merancang satu 

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru. Isi dari rancangan Undang-

Undang ini antara lain menyatakan bahwa warga Tionghoa di Indonesia 

tidak dapat menjadi warga Negara Republik Indonesia kecuali kalau mereka 

memenuhi syarat-syarat di bawah ini: 

a. mempunyai bukti bahwa orang tua mereka lahir di Indonesia, telah 

tinggal di Indonesia selama 10 tahun. 

b. menyatakan secara resmi menolak kewarga-Negaraan Republik Rakyat 

Cina. 

Peraturan di atas secara khusus dilakukan untuk mengantisipasi  

perjanjian dwi-kewarga-Negaraan antara Republik Rakyat Cina dan 

Republik Indonesia yang diadakan pada tahun 1957, dan berlaku sejak  

tahun 1960. Butir (2) di atas, yaitu  “menyatakan secara resmi menolak 

kewarga-Negaraan Republik Rakyat Cina” diperlukan oleh Republik 

Indonesia mengingat bahwa mereka itu berpotensi untuk punya dwi 

kewarganegaraan, yaitu wargaNegara Republik Rakyat Cina  dan Republik 

Indonesia atau berkewarganegaraan ganda. 

Peraturan ini tentu saja ditujukan kepada etnis Tionghoa di 

Indonesia yang punya potensi untuk menjadi wargaNegara Republik 

Indonesia. Pada tahun 1950 diperkirakan berjumlah 1.1 juta jiwa. Sementara 

itu, sisanya, yang pada tahun 1950 diperkirakan berjumlah 1 juta jiwa, jelas 
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berwargaNegara asing, baik karena  lahir di luar Indonesia maupun karena 

telah menyatakan penolakan untuk  menjadi warga Negara Republik 

Indonesia. Mereka inilah yang dikemudian hari menuai hasil dari pilihannya 

sendiri, yaitu mengalami kesulitan untuk memperoleh kewarganegaraan 

Republik Indonesia. Pada tahun 1957 ditandatangani satu perjanjian tentang 

kewarganegaraan Tionghoa di Indonesia antara Republik Rakyat Cina dan 

Republik Indonesia. Perjanjian ini dinyatakan bahwa Tionghoa berkewarga 

Negaraan ganda, yaitu Cina dan Indonesia, diberi waktu 2 tahun untuk 

memilih menjadi warga dari salah satu Negara yang mengabaikan 

pernyataan ini otomatis menjadi warga Negara Republik Rakyat Cina.  

Menurut Skinner, bahwa pada tahun 1960 sekitar 600,000 sampai 

dengan 800,000 orang (dari 1.1 juta  orang  yang tercatat sebagai punya 

potensi untuk menjadi wargaNegara Republik Indonesia pada tahun 1950) 

untuk memilih menjadi wargaNegara Republik Indonesia. Sekitar 300,000 

sampai 500,000 orang memilih kewarganegaraan Republik Rakyat Cina 

atau “Stateless.” Mereka ini, bersama dengan 1 juta orang terdahulu yang 

memang wargaNegara Republik Rakyat Cina atau sudah menolak 

kewarganegaraan Republik Indonesia, berarti jatuh menjadi warga Negara 

asing.  

Pada tahun 1957 itu adalah antara sekitar 600,000 sampai 800,000 

ribu yang memilih kewarganegaraan Indonesia (WNI) berbanding dengan 

1,300,000 (satu juta tiga ratus ribu) sampai 1,500,000 yang memilih 

kewarga-Negaraan asing (WNA). Mereka yang memilih kewarga-Negaraan 
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asing jauh lebih banyak dari pada yang memilih kewarganegaraan 

Indonesia, termasuk Liem Koen Hian, seorang tokoh Cina peranakan yang 

kontroversial dan pro perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia memilih jadi 

wargaNegara Republik Rakyat Cina karena kecewa dipenjarakan kabinet 

Sukiman selama beberapa bulan pada tahun 1951.62   

Lie Tek Tjeng, seorang pengamat masalah Cina Indonesia, 

menyebutkan terdapat 3 juta orang Tionghoa di Indonesia pada  tahun 1967. 

Setengah dari mereka adalah warga Negara Republik Indonesia, 250,000 

orang warga Negara Republik Rakyat Cina, dan sisanya 1,250,000 orang 

adalah “stateless.” Sementara itu  Direktorat Imigrasi Indonesia menyatakan 

bahwa pada tahun 1971 terdapat 1,010,652 orang KEC yang bukan warga 

Negara Republik Indonesia, terdiri atas  871,090 warga Negara Republik 

Rakyat Cina, 149,486 “stateless,”  dan  66 orang memegang paspor Taiwan. 

Dengan  kata  lain, pada tahun 1971 itu sudah lebih dari 2 juta jiwa 

Tionghoa yang menjadi warga Negara Republik Indonesia63.  

Masalah kewarganegaraan orang etnik Cina ini terus menjadi 

masalah yang rumit, baik untuk dalam Negeri Indonesia maupun dalam 

kaitan dengan  hubungan diplomatik dengan RRC, meskipun kabarnya 

setiap bulan ada sekitar 300 orang kepala keluarga etnik cina yang mendapat 

kewarganegaraan Indonesia sejak tahun 1969. Dari taksiran mingguan 

Tempo, Suryadinata mengutip, pada tahun 1980 terdapat sekitar tiga sampai 

62 https://www.academia.edu/6666983/pemetaan sosial politik kelompok etnik cina di 
Indonesia di akses pada tanggal 18 Oktober 2017 

63 Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa (Grafiti Pers: Jakarta,1989).,128 
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empat juta warga Tionghoa, lebih dari satu juta adalah wargaNegara asing, 

yaitu 914,111 warga Negara RRC, 1,097 warga Negara Taiwan, dan 

122,013 tanpa kewarganegaraan.64 

Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dus) (1999-2000), 

pemerintah Republik Indonesia memberi perhatian yang lebih besar 

terhadap masalah kependudukan Tionghoa ini, satu rancangan Undang-

Undang kependudukan baru dipersiapkan. Disamping memperbarui 

Undang-Undang yang lama, rancangan ini juga mempertimbangkan 

kemudahan proses Kewarganegaraan bagi Tionghoa. Maka disahkan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.12 tahun 2006 Tentang 

Kewarganegaraan. Diharapkan masalah kewarganegaraan Tionghoa yang 

belum WNI akan dapat diatasi secara lebih baik dan adil. 

 

C. Status Kewarganegaraan Menurut Islam 

1. Teori Kewarganegaraan Terhadap Status Kewarganegaraan Warga 

Asing Stateless Menurut Islam  

Islam adalah agama yang mementingkan kemaslahatan dan 

kebahagiaan manusia, baik didunia maupun ahirat. Islam dengan 

berlandasan agama diyakini seseorang, mempertimbangkan Negara 

menjadikan tempat tinggalnya. Ulama’ fikih membagi kewarganegaraan 

seseoarang menjadi dua bagian muslim dan non-muslim. Orang non-muslim 

kewarganegaraannya dibagi terdiri dari Ahl Al-Zimmi, Musta’min, dan 

64 Leo Suryadinata, Etnis Tionghoa Dan Pembangunan Bangsa, (LP3ES: Jakarta,1999).,79 
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Harbiyun. Penduduk Dar Al-Islam terdiri dari muslim, Ahl Al-Zimmi dan 

Musta’mim. Sedangkan penduduk Dar Al-Harb terdiri dari muslim dan 

Harbiyun.65 

Kewarganegaraan dalam pilitik Islam secara implisit dapat dipaHak 

Asasi Manusiai dari Al-Quran dan Sunnah. Warga Negara dalam sistem 

politik Islam berdasarkan agama Islam, meskipun demikian bukan berarti 

orang non muslim tidak menjadi warga Negara. Seorang muslim tidak 

menjadi warga Negara, dalam sistem politik Islam disebutkan bahwa jika 

seorang muslim berada dalam wilayah yuridiksi sistem politik lain dan tidak 

bersahabat dengan politik Islam dan begitu juga sebaliknya seorang non 

muslim.66 Piagam madinah menyebutkan dalam sebuah golongan warga 

kota tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga berdasarkan sebuah 

kesepakatan orang muslim maupun non-muslim. Semua warga Negara 

mempunyai kewajiban membela kekuasaan politik dari ancaman musuh dan 

memperoleh perlindungan yang sama.67 Secara praktis dan realitstis, yang 

ditetapkan oleh piagam konstitusi madinah disebutkan bahwa yahudi yang 

tinggal dimadinah termasuk warga Negara. Mempunyai hak dan kewajiban 

seperti kaum muslimin disetiap wilayah.68  

65 MuHak Asasi Manusiamad Iqbal,Fikih Siyasah..........,231 
66 Mu’in Salim, Fikih Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran,( Raja 

Grafindo Persada: Jakarta,1994 ).,300 
67 Ibid., 
68 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, ( Amzah: Jakarta,2005 ).,161 
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Teks lengkap piagam madinah dan terjemahannya yang dikutip 

dalam Disertasi yang di bukukan oleh, Ahmad Sukarja yang berdul. Piagam 

Madinah Dan Undang-Undang Dasar 1945 :69 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيْمِ 

لْمُسْلِمِينَْ مِنْ قُـرَيْشٍ وَيَـثْرِبَ وَمَنْ هَذَا كِتَابٌ مِنْ محَُمَّدٍ النَّبىِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَْ وَ ا
 تبَِعَهُمْ فَـلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَمَعَهُمْ .

إِنَّـهُمْ أمَُّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ الْنَّاسِ  –١  
نـَهُمْ، وَهُمْ يَـفْدُوْنَ عَانيِـَهُمْ مُ الْ  –٢ عَتِهِمْ يَـتـَعَاقًـلُوْنَ بَـيـْ بِالْمَعْرُوْفِ  هَاجِرُوْنَ مِنْ قُـرَيْشِ عَلَى ربِْـ

 وَالْقِسْطِ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَْ 
عَتِهِمْ يَـتـَعَاقًـلُوْنَ مَعَاقِلَهُمْ الأُْوْلىَ وكَُلِّ طاَئفَِةٍ تَـفْدِى عَانيِـَهَا بِالْمَعْرُوْفِ  –٣  وَبَـنُو عَوفٍ عَلَى ربِْـ

 وَالْقِسْطِ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَْ 
عَتِهِمْ  –٤ هُمْ تَـفْدِى عَانيِـَهَا  وَبَـنُو سَاعِدَةَ عَلَى ربِْـ يَـتـَعَاقًـلُوْنَ مَعَاقِلَهُمْ الأُْوْلىَ وكَُلِّ طاَئفَِةٍ مِنـْ

 بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَْ 
عَتِهِمْ يَـتـَعَاقًـلُوْنَ مَعَاقِلَهُمْ الأُْوْلىَ وكَُلِّ طاَئفَِةٍ تَـفْدِى عَانيِـَهَ وَبَـنُو الحْرَِثِ  –٥ ا بِالْمَعْرُوْفِ عَلَى ربِْـ

 وَالْقِسْطِ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَْ 
هُمْ تَـفْدِى عَانيِـَهَا بِالْمَعْرُوْفِ وَبَـنُو جُشَمٍ  –٦ عَتِهِمْ يَـتـَعَاقًـلُوْنَ مَعَاقِلَهُمْ الأُْوْلىَ وكَُلِّ طاَئفَِةٍ مِنـْ عَلَى ربِْـ

 وَالْقِسْطِ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَْ 
هُمْ تَـفْدِى عَانيِـَهَا بِالْمَعْرُوْفِ  عَلَىوَبَـنُو النَّجَّارِ  –٧ عَتِهِمْ يَـتـَعَاقًـلُوْنَ مَعَاقِلَهُمْ الأُْوْلىَ وكَُلِّ طاَئفَِةٍ مِنـْ ربِْـ

 وَالْقِسْطِ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَْ 
هُمْ تَـفْدِى عَانيِـَهَا عَلَى ربِْـعَتِهِمْ يَـتـَعَاقًـلُوْنَ مَعَاقِلَهُمْ الأُْوْلىَ وكَُلِّ طاَئِ وَبَـنُو عَمْرِ وَبْنِ عَوْفٍ  –٨ فَةٍ مِنـْ

 بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَْ 
هُمْ تَـفْدِى عَانيِـَهَا وَبَـنـُوْ النَّبِيْتِ  –٩ عَتِهِمْ يَـتـَعَاقًـلُوْنَ مَعَاقِلَهُمْ الأُْوْلىَ وكَُلِّ طاَئفَِةٍ مِنـْ عَلَى ربِْـ

مِنِينَْ بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَـينَْ الْمُؤْ   
هُمْ تَـفْدِى عَانيِـَهَا وَبَـنُو الأَْوْسِ  –١٠ عَتِهِمْ يَـتـَعَاقًـلُوْنَ مَعَاقِلَهُمْ الأُْوْلىَ وكَُلِّ طاَئفَِةٍ مِنـْ عَلَى ربِْـ

 بِالْمَعْرُوْفِ وَالْقِسْطِ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَْ 

69 Ahmad Sukarja. Piagam Madinah dan UUD 1945, (Sinar Grafika:Jakarta,2012).,81-88 
lihat juga W.Wontgomery Watt, Islamic Political Thouht (Edinburg: Edinburg University Press, 
1980).,160 
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نـَهُمْ أَ  –١١ رُ كُوْنَ مُفْرَحًا بَـيـْ نْ يُـعْطُوْهُ بِالْمَعْرُوْفِ فىِ فِدَاءٍ أَوْ عَقْلٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَْ لاَيَـتـْ  
وَلاَيخُاَلِفَ مُؤْمِنٌ مَوْلىَ مُؤْمِنٍ دُونهَُ  –١٢  
عَةَ ظلُْمٍ أَوْ اِثمٍْ أَوْ عُدْوَانِ  –١٣ هُمْ أَوْ ابَْـتـَغَى دَسِيـْ أَوْ فَسَادٍ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَْ الْمُتَّقِينَْ عَلَى مَنْ بَـغَى مِنـْ
عًا وَلَوكَْانَ وَلَدَ أَحَدِهِمْ  بَـينَْ  يـْ الْمُؤْمِنِينَْ وإِنَّ أيَْدِيْهِمْ عَلَيْهِ جمَِ   
وَلاَ يَـقْتُلُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنًا فىِ كَافِرٍ وَلاَ يَـنْصُرُ كَافِرًا عَلَى مُؤْمِنٍ  –١٤  
رُ عَلَيْهِمْ أَدَْ�هُمْ وَإِنَّ الْمُ  –١٥ ؤْمِنِينَْ بَـعْضُهُمْ مَوَالىِ بَـعْضُ دُوْنِ النَّسِ وَإِنَّ ذِمَّةَاللهِ وَاحِدَةٌ يجُِيـْ  
رُ مَظْلُوْ مِينَْ وَلاَ مُتـَنَاصَرِ عَلَيْهِ  –١٦ مْ وَإِنَّهُ مَنْ تَـبـَعَنَا مِنْ يَـهُوْدَ فإَِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالأَْسْوَةَ غَيـْ  
نَ مُؤْمِنٍ فىِ قِتَالٍ فىِ سَبِيْلِ اللهِ إِلاَّ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ سِلْمَ الْمُؤْمِنِينَْ وَاحِدَةٌ لاَيُسَالمَْ مُؤْمِنٌ دُوْ  –١٧

نـَهُمْ   وَعَدْلٍ بَـيـْ
وَإِنَّ كُلَّ غَازيِةٍَ غَزَتْ مَعَنَا يَـعْقِبُ بَـعْضُهَا بَـعْضًا –١٨  
الْمُؤْمِنِينَْ الْمُتَّقِينَْ عَلَى وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَْ يبُِئْ بَـعْضُهُمْ عَلَى بَـعْضٍ بمِاَ َ�لَ دِمَاءَهُمْ فىِ سَبِيْلِ اللهِ  –١٩

 أَحْسَنِ هُدًى وَأَقـْوَمِهِ 
رُ مُشْرِكٌ مَالاَ لِقُرَيْشٍ، وَلاَنَـفْسَا وَلاَ يحَُوْلُ دُوْنهَُ عَلَى مُؤْمِنٍ  –٢٠ وَاِنَّهُ لاَيجُِيـْ  
 أَنْ يَـرْ ضَى وَلىُِّ الْمَقْتُـوْلِ وَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَْ وَإِنَّ مَنْ اَعْتـَبَطَ مُؤْمِنًا قَـتْلً عَنْ بَـيـَّنَةٍ فإَِنَّهُ قَـوَدٌ بهِِ إِلاَّ  –٢١

  عَلَيْهِ كَافَّةٌ وَلاَيحَِلُّ لهَمُْ إِلاَّ قِيَامٌ عَلَيْهِ 
فَةِ وَآمَنَ بِالِله وَ الْيـَوْمِ الآْخِرِ أَنْ يَـنْصُرُ محُْ  –٢٢  دِثًا وَلاَ وَاِنَّهُ لاَيحَِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَقَـرَّ بمِاَ فىِ هَذِهِ الصًّحِيـْ

نْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ يُـؤْوِيْهِ وَاِنَّهُ مَنْ نَصَرَهُ أَوْ آوَاهُ فإَِنَّ عَلَيْهِ لَعْنَةَ اللهِ وَغَضَبَهُ يَـوْمَ الْقِيَامَة وَلاَ يُـؤْخَذُ مِ    
محَُمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَجَلَّ وَ إِلىَ  وَإِنَّكُمْ مَهْمَااخْتـَلَفْتُمْ فِيْهِ مِنْ شَئٍ فإَِنَّ مَرَدَّهُ إِلىَ اللهِ عَزَّ  –٢٣

 وَسَلَّمَ 
وَإِنَّ الْيـَهُوْدَ يُـنْفِقُوْنَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَْ مَا دَامُوا محُاَربَِينَْ  –٢٤  
ن ـُ –٢٥ هُمْ مَوَاليِـَهُمْ وَأنَْـفُسَهُمْ وَإِنَّ يَـهُوْدَ بَنيِْ عَوْفٍ أمَُّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَْ لِلْيـَهُوْدِ دِيْـنـُهُمْ، وَلِلْمُسْلِمِينَْ دِيْـ

  إِلاَّ مَنْ ظلََمَ وَ أَثمَِ فإَِنَّهُ لاَ يوُتغَِ إِلاَّ نَـفْسَهُ وَ أَهْلَ بَـيْتِهِ 
وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ النَّجَّارِ مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ  –٢٦  
وْدِ بَنيِْ عَوْفٍ وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ الحْرَْسِ مِثْلَ مَا ليِـَهُ  –٢٧  
وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ  –٢٨  
وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ جُشَمٍ مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ  –٢٩  
وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ الأَْوْسِ مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ  –٣٠  
سَهُ وَ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ ثَـعْلَبَة مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ إِلاَّ مَنْ ظلََمَ وَ أَثمَِ فإَِنَّهُ لاَ يوُتغَِ إِلاَّ نَـفْ  وَإِنَّ  –٣١

 أَهْلَ بَـيْتِهِ 
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وَإِنَّ جِفْنَة بَطْنٌ مِنْ ثَـعْلَبَة كَأنَْـفُسِهِمْ  –٣٢  
بَة مِثْلَ مَا لِ  –٣٣ يـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ وَإِنَّ الْبرَِّ دُوْنِ الاِْثمِْ وَإِنَّ لبَِنيِْ الشُّطِيـْ  
وَإِنَّ مَوَاليَِ ثَـعْلَبَة كَأنَْـفُسِهِمْ  –٣٤  
وَإِنَّ بِطنََةَ يَـهُوْدَ كَأنَْـفُسِهِمْ  –٣٥  
هُمْ أَحَدٌ إِلاَّ بإِِذْنِ  –٣٦ هُ لاَ يُـنْحَجَزُ عَلَى ثَأْرٍ جُرْحٌ وَإِنَّ  محَُمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لاَ يخَْرَجُ مِنـْ

  وَإِنَّهُ مَنْ فَـتَكَ فبَِنـَفْسِهِ فَـتَكَ وَأَهْلِ بَـيْتِهِ  إِلاَّ مِنْ ظلََمَ وَإِنَّ اللهَ عَلَى أبََـرَّ هَذَا 
نـَهُمْ ا –٣٧ لنَّصْرَ عَلَى مَنْ حَارَبَ أَهْلِ وَإِنَّ عَلَى الْيـَهُوْدَ نَـفَقَتـَهُمْ وَ عَلَى الْمُسْلِمِينَْ نَـفَقَتـَهُمْ وَإِنَّ بَـيـْ

ثمِْ وَإنَِّهُ لمَْ �َْثمَْ امَْرُ  نـَهُمْ النَّصْحُ وَ النَّصِيْحَةِ وَ الْبرَِّ دُوْنَ الإِْ فَةِ وَإِنَّ بَـيـْ ؤٌ بحَِلِيْفِهش وَإِنَّ هَذِهِ الصَّحِيـْ
  النَّصْرَ لِلْمَظْلُوْمِ 

مُؤْمِنِينَْ مَا دَامُوا محَُاربَِينَْ وَإِنَّ الْيـَهُوْدَ يُـنْفِقُوْنَ مَعَ الْ  –٣٨   
فَةِ  –٣٩ وَإِنَّ يَـثْرِبَ حَرَامٌ جَوْفُـهَا لأَِهْلِ هَذِهِ الصَّحِيـْ  
رَ مُضَارَّ وَ لاَ آثمٌِ  –٤٠ وَإِنَّ الجْاَرَ كَالنـَّفْسِ غَيـْ  
وَإِنَّهُ لاَ تجُاَرُ حُرْمَةٌ إِلاَّبإِِذْنِ أَهْلِهَا –٤١  
فَةِ مِنْ حَدَثٍ أَوْ اِشْتِجَارٍ يخُاَفُ فَسَادَهُ فإَِنَّ مَرَدَّهُ إِلىَ اللهِ وَإِنَّهُ مَاكَانَ ب ـَ –٤٢ ينَْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيـْ

فَةِ وَأبََـرَّهِ  محَُمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلىَ  وَإِنَّ اللهَ عَلَى أتَـْقَى مَا فىِ هَذِهِ الصَّحِيـْ   
هُ لاَ تجُاَرُ قُـرَيْشٍ وَلاَ مَنْ نَصَرَهَاوَإِنَّ  –٤٣  
نـَهُمْ النَّصْرَ عَلَى مَنْ دَهَمَ يَـثْرِبَ  –٤٤ وَإِنَّ بَـيـْ  
دُعُوا إِلىَ  وَإِذَا دُعُوا إِلىَ صُلْحٍ يُصَالحِوُْنهَُ وَ يَـلْبَسُوْنهَُ فاَِنَّـهُمْ يُصَالحِوُْنهَُ وَ يَـلْبَسُوْنهَُ وَإِنَّـهُمْ إِذَا –٤٥

يْنِ عَلَى كُلِّ أُ�ٍَس حِصَّتـُهُمْ مِنْ جَانبِِهِمْ مِثْلِ ذَ   لِكَ فاَِنَّهُ لهَمُْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَْ إِلاَّ مَنْ حَارَبَ فىِ الدِّ
   الَّذِى قِبـَلَهُمْ 

فَةِ  –٤٦ مَعَ الْبرَِّ وَالحْسن من وَإِنَّ يَـهُوْدَ الأَْوْسِ مَوَليِـَهُمْ وَ أنَْـفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لأَِهْلِ هَذِهِ الصَّحِيـْ
فَةِ وَإِنَّ الْبرَِّ دُوْنَ الأِْثمِ لاَ يَكْسِبُ كَاسِبٌ إِلاَّ عَلَى نَـفْسِهِ وَإِنَّ الله عَلَى أَ  صْدَقِ مَا أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيـْ

فَةِ وَأبََـرَّهِ    فىِ هَذِهِ الصَّحِيـْ
نَةِ إِلاَّ وَإِنَّهُ لاَ يحَُوْلَ هَذَا الْكِتَابَ دُوْنَ ظلَِ  –٤٧ مٍ وَآثمَِ وَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ آمِنٌ، وَمَنْ قَـعَدَ آمِنٌ بِالْمَدِيْـ

محَُمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ظلََمَ وَ أَثمَِ وَإِنَّ اللهَ جَارٌ لِمَنْ بَـرَّ وَاتَّـقَى وَ    
 
Ini adalah piagam dari MuHak Asasi Manusiamad, Nabi SAW.., dikalangan 
mu’minin dan muslimin [yang berasal] dai quraysy dan yasrib, dan orang yang 
mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. 
1. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari [komunitas] manusia yang lain. 
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2. Kaum muhajirin dari quraysy sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu 
membahu membayar diat diantara mereka dan mereka membayar tebusan 
tawanan dengan cara yang baik dan adil diantara mu’minin. 

3. Banu ‘Awf, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu membayar 
diat di antara mereka seperti semula, dan setiap suku membayar tebusan 
tawanan dengan baik dan adil diantara mu’minin. 

4. Banu Sa’dah, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu 
membayar diat diantara mereka (seperti) semula dan setiap suku membayar 
tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara mu’minin. 

5. Banu al-hars, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu 
membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku 
membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara 
mu’minin. 

6. Banu Jusyam, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu 
membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku 
membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara 
mu’minin. 

7. Banu Al-najjer, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu membahu 
membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku 
membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara 
mu’minin. 

8. Banu ‘Amr ibn ‘Awf, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu-membahu 
membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku 
membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara 
mu’minin. 

9. Banu Al-nabit, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu-membahu 
membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku 
membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara 
mu’minin. 

10. Banu Al-‘aws, sesuai keadaan [kebiasaan] mereka, bahu-membahu 
membayar diat diantara mereka mereka (seperti) semula dan setiap suku 
membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil di antara 
mu’minin. 

11. Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat 
menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik 
dalam membayar tebusan atau diat. 

12. Seorang mu’min tidak dibolehkan membuat persekutuan dengan sekutu 
mukminin lainnya tanpa persetujuan mukmin padanya. 

13. Orang-orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara 
mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat, melakukan 
pemusuhan atau keharusan dikalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu 
dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari seorang diantara mereka. 

14. Seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran 
[membunuh] orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang 
kafir untuk [membunuh] orang beriman. 
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15. Jaminan Allah satu, jaminan (perlindungan) diberikan oleh mereka yang 
dekat. Sesungguhnya mukminin itu saling membantu, tidak tergantung pada 
golongan lain. 

16. Sesungguhnya orang yahudi yang mengikuti kita berhak atas pertolongan 
dan santunan, sepanjang (mukminin) tidak terzalimi dan di tentang 
(olehnya). 

17. Perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat 
perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya dalam suatu peperangan di 
jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan diantara mereka. 

18. Setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu 
sama lain. 

19. Orang-orang mukmin itu membalas pembunuhan mukmin lainnya dalam 
peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada 
petunjuk yang terbaik dan lurus. 

20. Orang musyrik (yasrib) dilarang melindungi harta dan jiwa orang (musrik) 
Quraysy, dan tidak boleh campur tangan melawan orang beriman. 

21. Barang siapa yang membunuh orang beriman dan cukup bukti atas 
perbuatannya, harus dihukum bunuh, kecuali wali si terbunuh rela 
(menerima diat). Segenap orang beriman harus bersatu dalam 
menghukumnya. 

22. Tidak dibenarkan bagi orang mukmin yang mengakui piagam ini, percaya 
kepada Allah dan hari ahir, untuk membantu pembunuhan dan memberi 
tempat berlindung kepadanya. Siapa yang memberi bantuan atau 
menyediakan tempat berlindung bagi pelanggar itu, akan mendapat kutukan 
dan kemurkaan Allah di hari kiamat, dan tidak diterima daripadanya  
penyesalan atau tebusan. 

23. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, penyelesaiannya menurut 
(ketentuan) Allah ‘azza wa jalla dan (keputusan) muHak Asasi Manusiamad 
SAW. 

24. Kaum yahudi memikul biaya bersama mukminin selama dalam peprangan. 
25. Kaum yahudi dari bani ‘awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum 

yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga (juga 
kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan dari mereka sendiri, kecuali 
bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarganya. 

26. Kaum yahudi banu Najjer di perlakukan sama seperti yahudi banu ‘Awf 
27. Kaum yahudi dan banu Hars diperlakukan sama seperti yahudi banu ‘Awf. 
28. Kaum yahudi banu sa’adah di perlakukan sama dengan yahudi banu Awf. 
29. Kaum yahudi banu jusyam di perlakukan sama seperti yahudi banu ‘Awf. 
30. Kaum yahudi banu al-‘aws di perlakukan sama seperti yahudi banu ‘Awf  
31. Kaum yahudi banu sa’labah di perlakukan sama seperti yahudi banu ‘Awf. 

Kecuali orang dzalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa diri dan 
keluarga. 

32. Suku Jafnah dari sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (bani 
sa’labah). 

33. Banu Syuthayabah (diperlakukan) sama seperti bani yahudi banu ‘Awf. 
Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat). 
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34. Sekutu-sekutu Sa’labah  (diperlakukan) sama seperti mereka (banu 
sa’labah). 

35. Kerabat yahudi (di luar kota madinah) sama seperti mereka (yahudi). 
36. Tidak seorang pun dibenarkan keluar (untuk perang),  kecuali seizin muHak 

Asasi Manusiamad saw, ia tidak boleh dihalangi (menuntut pembalasan), 
luka (yang dibuat orang lain), siapa berbuat jahat (membunuh), maka 
pembalasan kejahatan itu akan menimpa diri dan keluarganya, 
sesungguhnya Allah sangat membenarkan (ketentuan) ini. 

37. Bagi kau yahudi ada kewajiban biaya, dan bagi kaum muslimin ada 
kewajiban biaya. Mereka (yahudi dan muslimin) bantu membantu dalam 
menghadapi musuh warga piagam ini. Mereka saling memberi surat dan 
nasihat. Kebaikan bukan kejahatan. Sesungguhnya seseorang tidak 
menanggung hukuman akibat (kesalahan) sekutunya. Pe,belaan di berikan 
kepada pihak yang teraniaya. 

38. Kaum yahudi memikul biaya bersama mukminin selama peperangan. 
39. Sesungguhnya Yasrib itu tanahnya “haram” (suci) bagi piagam ini. 
40. Orang yang dapat jaminan (diperlakukan) seperti diri penjamin, sepanjang 

tidak bertindak merugikan dan tidak khianat. 
41. Tidak boleh jaminan diberikan, kecuali seizin ahlinya. 
42. Bila terjadi sesuatu peristiwa atau perselisihan diantara pendukung piagam 

ini, yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya., diserahkan penyelesaiannya 
menurut (ketentuan) Allah ‘azza wa jalla dan (keputusan) muHak Asasi 
Manusiamad saw. Sesungguhnya Allah paling memelihara dan memandang 
baik isi piagam ini. 

43. Sesungguhnya tidak ada jaminan perlindungan bagi quraysy (makah) dan 
juga bagi pendukung mereka. 

44. Mereka (pendukung piagam) bahu-membahu dalam menghadapi 
penerangan kota Yasrib. 

45. Apa bila mereka (pendukung piagam) diajak berdamai dan mereka (pihak 
melawan) memenuhi perdamaian serta melaksanakan perdamaian itu, maka 
perdamaian itu harus di patuhi. Jika mereka di ajak berdamai seperti itu, 
kaum mukminin wajib memenuhi ajakan dan melaksanakan (kewajiban) 
masing-masing. Sesuai tugasnya. 

46. Kaum yahudi al-;Awas, sekutu dan dari mereka memiliki hak dan kewajiban 
seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik 
dan penuh dari semua pendukung piagam ini. Sesungguhnya kebaikan 
(kesetiaan) itu berbeda dari kejahatan (penghianatan). Setiap orang 
bertanggung jawab atas perbuatannya. Sesungguhnya Allah paling 
membenarkan dan memandang baik isi piagam ini. 

47. Sesungguhnya piagam ini tidak membela orang dzalim dan khianat. Orang 
yang keluar (bepergian) aman, dan orang beraa di madinah aman, kecual 
orang yang dzalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat 
baik dan takwa. MuHak Asasi Manusiamad Rosulullah SAW. 
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 Penerjemahan piagam madinah diatas menurut Montgomery Watt, 

dalam penerjemahannya mempunyai kesulitan tersendiri, karena ada bagian-

bagian yang dijelaskan dengan memperhatikan keteasan-ketegasan 

lingkuistiknya, dan juga menggunakan kata-kata ganti.70 Teks piagam 

madinah menjelaskan bahwa “unsur regional (madinah) dan domisili saat 

berdirinya kedaulatan, itulah yang memberikan hak warga Negara untuk 

non-muslim dan menjamin mereka mendapatkan persamaan hak warga 

Negara dan kewajiban”. Untuk warga Negara daulah Islamiyah dalam 

Undang-Undang madinah membawa mereka semua adalah “umat yang 

sama dengan kaum mu’minin”.71 Apa yang tersebut dalam piagam nabawi 

dari penetapan kewarganegaraan non-muslim dalam daulah Islamiyah 

merupakan satu dasar yang baku dalam sistem daulah Islamiyah. 

2. Teori Negara Hukum Menurut Islam dalam Status Kewarganegaraan. 

Negara hukum dalam Islam juga dibahas, dan banyak sekali tokoh-

tokoh penggagas Negara hukum dalam Islam diantaranya: 

a. Nabi Muhammad SAW (570-632). 

Nabi Muhammad SAW (570-632). Beliao adalah politisi dan 

Negarawan yang berhasil menjadikan hak-hak arab jaman jahiliyah yang 

berputar haluan secara derastis dan cepat dan menjadi manusia yang 

berkeadaban.72 

Pada tahun 9 H dan 10 H (630-632M) berbagai daerah plosok telah 

mengirim delegasi kepada Nabi Muhammad SAW bahwa mereka ingin 

70 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah........,80 
71 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik.........,161 
72 Ahmad Sukarja, Piagam Madinah.......,16 
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bergambung dan patuh kepada peraturan yang digagas Nabi Muhammad 

SAW, Hak Asasi Manusi. Pada tahun 10 H Nabi Muhammad SAW, Hak 

Asasi Manusia menyampaikan pidatonya dalam haji wada’. Beliao 

menyampaikan tentang persamaan hak didepan hukum tanpa adanya 

pembedaan ras, etnis, ataupun bersikap diskriminasi. Hukum berlaku 

kesemua kalangan pejabat maupun warga sipil.73 

Perubahan yang berhasil dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Hak 

Asasi Manusia adalah: 

1) Agama, bangsa Arab yang semula penganut animisme, dinamisme, 

dan paganisme menjadi penganut agama Islam yang menegakkan 

tauhid. 

2) Kemasyarakatan, yang semula terkenal sebagai masyarakat yang tidak 

mengenal prikemanusiaan, seperti saling membunuh, tidak 

menghargai wanita. 

3) Politik, masyarakat Arab tidak lagi sebagai bangsa yang fanatik 

kesukaannya. 

Secara pendekatan sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW, Hak 

Asasi Manusia berhasil menanam bibit Negara hukum, meletakkan 

persamaan derajat manusia ketempat yang semestinya. Dapat ditafsirkan 

dalam masa moderen adalah bisa dikatakan perlakuan sepenuhnya 

terhadap nilai Hak Asasi Manusia. 

b. Ibnu Khaldun (1332-1404) 

73 Ibid.,17 
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Ibnu khaldun mempunyai format tersendiri dalam menggolongkan 

Negara, beliao membaginya dua bagian yaitu:74 

1) Negara dengan ciri kekuasaan ilmiah (mulk thabi’i) 

2) Negara dengan ciri kekuasaan politik (Mulk siyasi) 

Menurut MuHak Asasi Manusiamad Tahir Azhari, nokrasi Islam 

adalah Negara hukum yang memiliki prinsip-prinsip umum diantaranya 

adalah: 

1) Kekuasaan sebagai amanah. 

2) Musyawarah. 

3) Keadilan. 

4) Persamaan. 

5) Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. 

6) Peradilan bebas. 

7) Perdamaian. 

8) Kesejahteraan 

9) Ketaatan rakyat 

Prinsip tersebut merupakan nilai-nilai yang diterapkan oleh Nabi 

Muhammad SAW, Hak Asasi Manusiamad SAW dan kemudian 

direalisasikan oleh shohabat Abu Bakar.75 

c. Al-syathibi 

Kedudukan Al-Quran dan Assunah dalam Islam sebagai sumber 

hukum tertulis memiliki kedudukan tertinggi dan memuat berbagai prisip 

74 Ibid.,18 
75 Ibid.,19 
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hukum. Salah satu persamaan didepan hukum, atau rinsip kesamaan,  

prinsip kesejahteran manusia yang erdapat dalam konsep Maqasid Al- 

Syari’ah atau yang dikenal sebaga kemaslahatan bersama.76 Teori Al-

Syathibi dalam Negara hukum perlu mendapat perhatian, karena teori 

tersebut bersigungan dengan nilai humanisme, genetika, agama, sosial, 

dan ekonomi. 

3. Teori Hak Asasi Manusia Menurut Islam dalam Status 

Kewarganegaraan. 

Hak Asasi Manusia dalam Islam telah dibahas sejak 14 abad yang 

lalu. Telah dibuktikan oleh adanya piagam madinah (Mistaq Al-

Madinah), yang terjadi ketika Nabi MuHak Asasi Manusiamad berhijrah 

kekota Madinah. Didalam piagam madinah itu berisi antara pengakuan 

dan penegasan bahwa semua kelompok dikota Nabi itu, baik umat 

yahudi, umat nasrani maupun umat Islam sendiri adalah merupakan suatu 

bangsa.77 

Islam memberikan tiga bagian dalam bentuk Hak Asasi Manusia 

diantaranya adalah:78 

a. Hak Durury (hak dasar) sesuatu dianggap hak dasar apabila hak 

tersebut dilanggar, bukan hanya membuat manusia sengsara, tetapi 

eksistensinya bahkan hilang harkat komunikasinya. 

76 Ibid.,24 
77 Idris Thoha, Demokrasi Religius: Pemikiran Politik Nurcholis Majid Dan M.Amin Rais, 

(Teraju: Jakarta,2004).,102 
78 Faizurrohman, Hak Kebebasan Berpendapat....,65 

                                                           



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77 

 

b. Hak Hajy (hak sekunder) yakni hak-hak yang bila tidak dipenuhi akan 

berakibat pada hilangnya hak-hak elementer. 

c. Hak Tahsiny yakni hak yang ditingkatkannya lebih rendah dari hak 

primer dan sekunder. 

Hak Asasi Manusia dalam Islam terpusat pada lima pokok yang 

terangkum dalam Al-Dururiyyah Al-KHak Asasi Manusiasah atau yang 

disebut juga Al-Huquq Al-Insaniyah Fi Al-Islam (Hak Asasi Manusia 

dalam Islam). Konsep ini mengandung lima hal pokok yang harus dijaga 

oleh setiap individu, yaitu:  

a. Hifdz Al-Din (penghormatan atas kebebasan beragama) 

b. Hifdz al-mal (penghormatan atas harta benda) 

c. Hifdz Al-Nafs Wa Al-Ird (penghormatan atas jiwa, hak hidup dan 

kehormatan individu) 

d. Hifidz Al-Aql (penghormatan atas kebebasan berfikir) 

e. Hifidz Al-Nasl (penghormatan atas kebebasan keharusan untuk 

menjaga keturunan) 

Kelima pokok ini yang harus dijaga oleh umat Islam supaya 

menghasilkan tatanan hidup yang lebih manusiawi. Nilai-nilai dasar dan 

prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia terdapat dalam ajaran Islam, didalam 

Al-Quran dan Al-Hadis. Pertama kalinya Islam dalam keberpihakan 

terhadap Hak Asasi Manusia yaitu pada waktu pendekarasian piagam 

Madinah yang dilanjutkan dengan deklarasi kairo.79 Pada tanggal 5 

79 Ibid.,66 
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Agustus 1990 dikairo, Negara-Negara yang tergabung dalam OIC atau 

OKI The Organization Of The Islamic Conferece mengeluarkan deklarasi 

tentang kemanusiaan yang sesuai dengan syariat Islam sebagai satu-

satunya sumber acuan yang berlandaskan Al-Quran. 

Ada beberapa ayat Al-Quran yang menerang kan tentang Hak 

Asasi Manusia, salah satunya yang terkandung dalam surat (Q.S Al-

Hujurat:13). 

نْ ذكََرٍ وَّأنُْـثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَقَـبَآئِلَ لتِـَعَارَفُـوْا إِنَّ   َ� أَيُّـهَا النَّاسُ إِ�َّ خَلَقْنَاكُمْ مِّ
قَاكُمْ  رٌ  أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْـ إِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ خَبِيـْ  

 
Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. 
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah 
ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya 
Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al-Hujurat:13). 
 
Ayat diatas menegaskan bahwa kita tidak boleh membedakan suku, 

ras, etnis, warna kuli, bahasa dan agama yang berbeda. Hak Asasi 

Manusia adalah sumber dari keputusan sang illahi dan manusia hanya 

mengembangkan teori Hak Asasi Manusia. 

4. Teori Kewenangan Pemerintah Menurut Fikih Dusturiyah Dalam 

Status Kewarganegaraan. 

Fikih Dusturiyah adalah hukum tata Negara yang meliputi prinsip 

dasar yang berkaitan dengan bentuk suatu pemerintahan, aturan yang 

berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan pembimbingan kekuasaan.80 Didalam 

80 Faisol Haq, Bahtsul Masail Di Bidang Fikih Siyasah, Disertasi, (Iain Sunan Ampel 
Surabaya:2007).,47  
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pembahasan fikih Dusturiyah mengenai tentang masalah-masalah Imamah  

hak dan kewajiban rakyat, status dan hak-haknya, Bai’at, Waliyul’ahdi, 

pewakilan, Ahlul Halli Wal Aqdi dan Wazarah.81 

Sumber fikih Dusturiyah adalah al-quran, yaitu ayat-ayat yang 

berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakat, dalil-dalil 

kulliy dan semangat ajaran al-quran. Kemudian sumber kedua adalah hadis-

hadis yang berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

Rosulullah SAW. 82 

Keanekaragaman bentuk pemerintahan Islam bisa diterima karena 

Islam memang tidak pernah menentukan bentuk pemerintahan secara baku 

untuk diperaktekkan oleh umatnya. Islam hanya memberikan dasar-dasar 

dari bentuk pemerintahan, meski bentuk tersebut Republik, kerajaan, atau 

yang lain. Prinsip-prinsip yang diberikan Islam diantaranya seperti keadilan, 

musyawarah, persatuan dan lain-lain tercermin dan dipraktekkan.83 

Menurut Khallaf menyatakan bahwa Islam memberikan kebebasan 

untuk memilih dan menentukan sendiri bentuk dan corak pemerintah yang 

diinginkan, asalkan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip keadilan yang 

diatur secara eksplisit dalam Shari’ah.84  

81 Suyuti Pulungan, Fikih Siyasah,(Raja Prasindo Persada: Jakarta,1994).,40-41 
82 H.A.Djazuli, Fikih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syariah, (Jakarta: Putra Grafika).,53 
83 Faisol Haq, Bahtsul Masail...,48 
84 Faisol Haq, Bahtsul Masail Di Bidang Fikih Siyasah, Disertasi, (Iain Sunan Ampel 

Surabaya:2007) yang dikutip dalam bukunya. Khallaf, Al Siyasah Al-Syar’iyah Wa Nizam Al-
Daulah Al-Islamiyah Fi Al-Shu-Un Al Dusturiyah Wa Al Kharijiyah Wa Al Maliyah.(Kairo: Dar 
Al-Ansar).,52 
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Islam memberikan kebebasan dalam bentuk pemerintahan, meski 

demikian terdapat beberapa hak warga Negara yang harus dipenuhi oleh 

Negara kepada rakyatnya. Hak-hak tersebut terdiri dua macam diantaranya: 

Pertama, hak-Hak Asasi Manusia (Al-Hurriyah Al-Shakhiyah), seperti 

jaminan keselamatan dan perlindungan atas kehidupan pribadi (Al-Hurriyah 

Al-Fadiyyah Awnhurriyah Al-Dhat), tempat tinggal (Hurriyah Al-Ma’wa), 

pemilikan (Hurriyah Al-Milkiyyah), kebebasan untuk memeluk agama 

(Huriyyah Al-I’tiqod), mengeluarkan pendapat (Huriyyah Al-Ra’y), hak 

untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran (Huriyyah Ta’lim). Kedua, 

hak-hak untuk mendapatkan persamaan (Al-Musawah) dihadapan hukum 

dan pemerintah.85 

Kekuasaan dalam fikih Dusturiyah, terbagi menjadi tiga bagian 

diantaranya yaitu: lembaga legislatif (Al-Sultoh Al Tashri’iyah), lembaga 

yudikatif (Al-Sultoh Al-Qadiyah) dan lembaga eksekutif (Al-Sultah Al-

Tanfidziyah).86 

a. Lembaga legislatif (Al-Sultoh Al Tashri’iyah) adalah Al-Sulthah Al-

Tasyi’iyah yang berarti kekuasaan atau kewenangan pemerinatah Islam 

untuk menentapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanaakn 

masyarakatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Allah 

SWT. Unsur-unsur pemerintahan dalam Islam meliputi:87 

1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum 

yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.  

85 Ibid.,49 
86 MuHak Asasi Manusiamad Iqbal, Fiqih Siyasah...,153 
87 Ibid.,161 
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2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.  

3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-

nilai dasar syari’at Islam.  

b. Lembaga yudikatif (Al-Sultoh Al-Qadiyah) adalah lembaga yang 

bergegas memutus perselisihan yang dilaporkan kepadanya dari orang-

orang yang berseteru dan menerapkan Undang-Undang untuk 

menegakkan keadilan dimuka bumi. Ada dua prinsip dalam dunia 

peradilan diantaranya adalah: Pertama peradilan (yudikatif) sebagai salah 

satu tiga kekuasaan pemerintah selain kekuasaan legislatif dan eksekutif. 

Kedua peradilan merupakan kemanfaatan umum yang bertujuan 

mengukuhkan dasar-dasar keadilan diantara individu masyarakat.88  

c. Lembaga eksekutif (Al-Sultah Al-Tanfidziyah) adalah kekuasaan untuk 

melaksanakan dan menjalankan roda pemerintahan serta Undang-Undang 

yang dibuat oleh lembaga legislatif dalam pemerintahan yang berbentuk 

Republik, pemegang kekuasaan tertinggi ini adalah Presiden, sedangkan 

dalam parlementer dipegang oleh perdana menteri.89  

Ilmuan Islam mengungkapkan bahwasannya Al-Waliyah Al-Ammah 

(kepemimpinan umum) kepada semua bentuk kekuasaan Negara yang 

dilaksanakan oleh Khalifah, menteri, gubernur, hakim, dan para pegawai. 

Para pemimpin Islam tersebut dinamakan Khulafa’ Al-Rasyidin, terutama 

umar bin khattap peletak dasar dari prinsip-prinsip kekuasaan eksekutif 

88 Faisol Haq, Bahtsul Masail.....,50 
89 Ibid.,51 
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dalam Islam.90 Didalam Islam sebuah kekuasaan eksekutif tidak dibentuk 

sendiri melainkan atas dasar kemauan dan tututan rakyat, maka dari itu 

pemerintah dalam Islam terbentuk sesuai kondisi, dan kebutuhan. Bentuk-

bentuk pemerintahhan tersebut tidak menentu, kadang parlementaer, 

presidensial, atau bentuk-bentuk yang lain. Pembentukan lembaga eksekutif 

dalam Islam tidak berbeda dengan sistem kontenporer. Sebab lembaga ini 

terdiri dari pejabat pemerintahan dalam konstitusi Indonesia. Sejarah 

ketataNegaraan Islam tiga lembaga tersebut tidak pernah dipisahkan, tetapi 

berada disuatu tangan, yaitu kepala Negara, pada masa sekarang tiga 

lembaga tersebut dinamakan trias politika.91 

 

 

 

90 Ibid., 
91 Ahmad Sukarja, “Fikih Siyasah” Dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, (Jakarta : 

Ichtiar Baru Van Hoeve,2002).,198 
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BAB III 

STATUS STATUS KEWARGANEGARAAN REPUBLIK 

INDONESIA BAGI WARGA NEGARA KETURUNAN ASING 

STATELESS DI DALAM PERMENKUM HAM NOMOR. 35 

TAHUN 2015  
 

 

 

 

A. Dasar dan Asas Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 35 Tahun 2015. 

1. Dasar Hirarki Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 35 Tahun 2015. 

Peraturan menteri didalamnya tidak lepas dari penyusunan suatu 

norma pada waktu penyusunan Draf rancangan peraturan pemerintah. Pada 

dasarnya pembuata norma tersebut merupakan pekerjaan berkomposisi. 

Maksud dari berkomposisi ini adalah norma dengan kalimat yang 

mengandung suatu suruhan, kebolehan, dan diskresi, atau menciptakan 

kewenangan baru maupun menghapus dari kewenagan terdahulu.
1
 Terdapat 

tiga macam norma didalam penyusun draf rancangan peraturan, yaitu: 

a. Norma Tingkah Laku (yang ruang lingkupnya terbatas). 

Norma tersebut yang terdiri atas: (perintah, larangan, kebolehan, 

dan pembebasan). 

b. Norma Kewenangan atau Kompetensi. 

                                                           
1 http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=34.0 di unduh pada 

tanggal 29 Oktober 2017 

http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=34.0
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Pengertian norma kewengan adalah suatu norma yang memberikan 

status, contohya: “Seperti kemampuan berindak  dan norma kewenangan 

tersebut mewakili subyek hukum misalnya dalam hukum keperdataaan”. 

Selain norma kewenangan juga ada norma kelembagaan atau organisasi, 

contohnya: “Pendirian sebuah organisasi tertentu dan kewenagan 

mewakili organ pemerintah”. Norma kewenangan terdapat dua ketegori 

diantaranya. Pertama meliputi norma yang memberi kewenangan untuk 

mengatur lebih lanjut hubungan hukum oleh subyek hukum, misalnya, 

norma kewenangan yang menentukan hubungan hukum yang dapat 

dilakukan oleh subyek hukum (dalam hukum keperdataa), Kedua norma 

atribusi dan delegasi kewenangan di bidang hukum publik. 

c. Norma yang Mengubah Norma. 

Maksud dari norma yang mengubah norma, dalam peraturan 

perundang-undangan telah kita kenal misalnya, adanya sebuah perubahan 

Undang-Undang atau amandemen Undang-Undang “baik keseluruhan 

maupun sebagaian dari pasal Undang-Undang” atau pencabutan Undang-

Undang “penghapusan Undang-Undang”.
2
 

Didalam penyusunan Undang-Undang atau peraturan tidak hanya 

memiliki norma, namun juga memiliki hirarki Undang-Undang. Tentu tidak 

lepas dari dalam cengkraman konstitusi Negara Republik Indonesia. Seperti 

                                                           
2
 http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=34.0 di unduh pada tanggal 

29 Oktober 2017 

http://undang-undang-indonesia.com/forum/index.php?topic=34.0
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terdapat dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peratura Perundang-Undangan yang berbunyi:
3
 

Pasal 7   

1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;   

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-

Undang;   

d. Peraturan Pemerintah;  

e. Peraturan Presiden;  

f. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan 

hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

 

Sebelum disahkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 35 Tahun 2015, terdapat Undang-Undang dan peraturan 

terdahulu, diantaranya adalah: 

a. UUD Negara Republik Indonesia 1945. 

Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum tertinggi, maka setiap 

Undang-Undang, PERPU, Peratura Pemerintah ataupun Peratuan Daerah 

tidak boleh melenceng dari ketentuan UUD 1945, karena keempat 

tersebut merupakan peraturan yang disebutkan dalam UUD 1945.
4
 Dalam 

diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 35 Tahun 2015 karena atas dasar UUD 1945. Disebukan dalam 

pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi: “presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang”.
5
 Atas 

                                                           
3
 Pasal 7 ayat 2  Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan 

Peratura Perundang-Undangan 
4
 Titik Triwulan Tutik, Humkum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan 

Tatausaha Negara Indonesia, (Jakarta: Pranada Media Grup 2011).,45 
5
 Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 
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mandat presiden dalam pembuatan peraturan kepada menteri sebagai 

pejabat bantu presiden, hal ini tertuang dalam Pasal 17 UUD 1945 yang 

berbunyi: 

 Pasal 17  

1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.  

2) Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.  

3) Setiap menteri  membidangi  urusan tertentu dalam 

pemerintahan. 

4) Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian 

Negara diatur dalam Undang-Undang.
6
 

 

Dasar pasal inilah terbentuk lah Peraturan Menteri Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015 karna mandat presiden. 

b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentag Kewarga Negaraan 

Republik Indonesia. 

Penyusunan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 35 Tahun 2015 juga melihat Undang-Undang sebelumnya dalam 

mengatur kewargaNegaraan, dalam disahkannya Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015 karena ada 

permasalahan mengenai kewargaNegaraan, kita bisa lihat dalam pasal 4 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentag Kewarga Negaraan 

Republik Indonesia yang berbunyi: 

Warga Negara Indonesia adalah:  

a. setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan 

dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia 

dengan Negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah 

menjadi Warga Negara Indonesia;  

b. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan 

ibu Warga Negara Indonesia;  

                                                           
6
 Pasal 17 UUD 1945 
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c. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga 

Negara Indonesia dan ibu warga Negara asing;  

d. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga 

Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;  

e. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga 

Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai 

kewargaNegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak 

memberikan kewargaNegaraan kepada anak tersebut;  

f. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah 

ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya 

Warga Negara Indonesia;  

g. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu 

Warga Negara Indonesia;  

h. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga 

Negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara 

Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum 

anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin; 

i. anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia yang pada 

waktu lahir tidak belas status kewargaNegaraan ayah dan ibunya;  

j. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik 

Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;  

k. anak yang lahir di wilayah Negara Republik Indonesia apabila ayah 

dan ibunya tidak mempunyai kewargaNegaraan atau tidak 

diketahui keberadaannya;  

l. anak yang dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia 

dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena 

ketentuan dari Negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan 

kewargaNegaraan kepada anak yang bersangkutan;  

m. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan 

kewargaNegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia 

sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
7
  

 

Didalam pasal 4 diatas menagatur tentang siapa warga Negara 

Indonesia dan anak yang seperti apa bisa dikatakan dan berhak legalitas 

hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia yang sah. Namun pasal 

4 tersebut tidak membahas secara detail menganai tatacara anak warga 

asing keturunan warga Negara Indonesia, dalam menentukan 

kewargaNegaraannya. Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 

                                                           
7
 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentag Kewarga Negaraan Republik Indonesia 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

88 

 

12 Tahun 2006 Tentag Kewarga Negaraan Republik Indonesia yang 

berbunyi: 

Pasal 6  

1) Dalam hal status KewargaNegaraan Republik Indonesia terhadap 

anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf 

h, huruf 1, dan Pasal 5 berakibat anak berkewargaNegaraan ganda, 

setelah berusia, 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak 

tersebut harus menyatakan memilih salah satu 

kewargaNegaraannya.  

2) Pernyataan untuk memilih kewargaNegaraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan disampaikan 

kepada Pejabat dengan melampirkan dokumen sebagaimana 

ditentukan di dalam peraturan perundang-undangan.  

3) Pernyataan untuk memilih kewargaNegaraan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lambat 3 

(tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau 

sudah kawin.
8
 

 

Didalam pasal 6 pada intinya mencegah kewargaNegaraan ganda, 

namun masyarakat stateliss belom mendapatkan kerampingan dalam 

pengurusan kewargaNegaraan. Dalam pasal 9 jo pasal 22 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentag Kewarga Negaraan Republik 

Indonesia dalam bab III tentang tata cera memperoleh kewarganegraraan 

pun masih jauh dari kesempurnaan dalam pengurusan kewargaNegaraan 

Republik Indonesia buat warga asing Stateliss. Maka karna kebutuhan 

demi pengayoman masyarakat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

Tentag Kewarga Negaraan Republik Indonesia ini sebagai salah satu 

dasar diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 35 Tahun 2015 demi memperjelas dan mempermudah dalam 

                                                           
8
 Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentag Kewarga Negaraan Republik Indonesia 
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pengurusan legalitas hukum kewargaNegaraan bagi warga asing atau 

warga asing stateliss. 

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian 

Negara ini juga sebagai salah satu dasar diterbitkannya Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015. Karena 

wewenang, fungsi dan tugas menteri sebagai pembantu presiden seperti 

disebutkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 

Tentang Kementerian Negara yang berbunyi: 

Pasal 7  

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu 

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan Negara.
9
 

 

 Selain disebutkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

2008 Tentang Kementerian Negara, dilihat juga tugasnya sebagai 

menteri. Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa menteri juga memegang tugas 

dalam urusan kependudukan. Hal ini sebagai dasar diterbitkannya 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 

2015. 

d. Peraturan Peresiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 

Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor 35 Tahun 2015. Presiden lebih dahulu memberikan 

                                                           
9
 Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara 
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mandat kepada pejabat bantunya yaitu menteri. Disebutkan dalam pasal 1 

dan pasal 2 Peraturan Peresiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yang berbunyi: 

Pasal 1  

1) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Presiden.  

2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh 

Menteri.
10

 

 

Pasal 2 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak 

asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan 

pemerintahan Negara. 

 

Tugas dan wewenang menteri sebagai pejabat bantu presiden di 

jelaskan dalam pasal 3. Sebagai dasar diterbitkannya Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2015. Disebutkan 

dalam pasal 3 poin a, dan b yang berbunyi: 

a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, 

pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak 

asasi manusia. 

b. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian 

dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
11

 

 

2. Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 

Pembentukan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Nomor 35 Tahun 2015 

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 

Tentang Pembentukan Peratura Perundang-Undangan, disebutkan bahwa 

                                                           
10

 Pasal 1 Peraturan Peresiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan 

Hak Asasi Manusia 
11

 Peraturan Peresiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia 
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dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan 

berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang 

baik meliputi: 

Pasal 5  

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan 

berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

yang baik, yang meliputi:  

a. kejelasan tujuan;  

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;  

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;  

d. dapat dilaksanakan;  

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;  

f. kejelasan rumusan; dan  

g. keterbukaan.
12

 

 

Disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 

2011 Tentang Tentang Pembentukan Peratura Perundang-Undangan, bahwa 

materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas: 

Pasal 6  

1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan 

asas:  

a. pengayoman;  

b. kemanusiaan;  

c. kebangsaan;  

d. kekeluargaan;   

e. kenusantaraan;   

f. bhinneka tunggal ika;   

g. keadilan;   

h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;   

i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau   

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.  

2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai 

dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang 

bersangkutan.
13

 

 

                                                           
12

 Pasal 5 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peratura 

Perundang-Undangan 
13

 Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan 

Peratura Perundang-Undangan 
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Selain asas-asas yang terdapat pada pasal 6 Undang-Undang 

Nomor.12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan Peratura Perundang-

Undangan, tersebut diatas. Terdapat asas yang lain dalam pembentukan 

peraturan perudangundangan diantaranya: asas urutan atau hirarki (susunan) 

peraturan perundang-undangan, hal ini terdapat dalam Pasal 7 ayat 2  

Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan 

Peratura Perundang-Undangan yang berbunyi: 

Pasal 7   

3) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:  

h. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;   

i. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat 

j. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah  Pengganti Undang-

Undang;   

k. Peraturan Pemerintah;  

l. Peraturan Presiden;  

m. Peraturan Daerah Provinsi; dan  

n. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

4) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan 

hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
14

 

 

Asas tersebut diatas berasal dari teori Hans Kalsen dan Hans 

Nawaisky yang di adopsi dalam pembentukan perundang-undangan di 

Indonesia. Asas ini satu peraturan perundang-undangan tingat bawah, 

menteri tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang lebih tinggi.
15

 

                                                           
14

 Pasal 7 ayat 2  Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan 

Peratura Perundang-Undangan 
15

 Natabaya. HAS, Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia,(Jakarta: Sekertariat 

Jeneral Dan Kepanitraan Mahkamah Konstitusi, 2006).,37 
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Asas hukum umum lainnya yang secara khusus dapat diterapkan 

pada pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain asas nya 

adalah:
16

 

a. Lex Specialis Deregate Legi Generali adalah Undang-Undang atau 

peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan 

undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. 

b. Lex Posteriori Deregate Legi Priori adalah undang-undang atau 

peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sesudahnya 

mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan 

yang dikeluarkan sebelumnya. 

c. Lex Supperiori Deregate Legi Inferiori adalah undang-undang atau 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya 

mengesampingkan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan 

yang lebih rendah. 

 

B. Prosedur Warga Asing Stateless Menjadi Warga Negara Indonesia dalam 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 

2015. 

Didalam UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga Negara, asli 

kelahiran indonesia maupun dari bangsa lain berhak mendapatkan legalitas 

hukum Negara yang ditempatinya,  Pasal 26 UUD 1945 disebutkan yang 

berbunyi:
17

 

                                                           
16

 Ibid.,38 
17

 UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 26. 
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1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan 

orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai 

warga Negara.  

2) Penduduk ialah warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat 

tinggal di Indonesia. 

3) Hal-hal mengenai warga Negara dan penduduk diatur dengan Undang-

Undang. 

 

Pasal 26 UUD 1945 tersebut menggambarkan bahwa warga asing 

bisa menjadi warga indonesia dan hal tersebut juga diatur dalam Undang-

Undang. Disebutkan dalam Pasal 18 Jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor.12 

Tahun 2006 Tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia, mengenai syarat 

dan tata cara memperoleh Kewarganegaraan Negara Republik Indonesia adalah 

yang berbunyi:
18

 

Pasal 8  

KewargaNegaraan Republik Indonesia dapat juga diperoleh melalui 

pewargaNegaraan.  

  

Pasal 9  

Permohonan pewargaNegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika 

memenuhi persyaratan sebagai berikut:  

a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;  

b. pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di 

wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun 

berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-

turut;  

c. sehat jasmani dan rohani;  

d. dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar Negara Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  

e. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang 

diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;  

f. jika dengan memperoleh KewargaNegaraan Republik Indonesia, tidak 

menjadi berkewargaNegaraan ganda;  

g. mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan  

h. membayar uang pewargaNegaraan ke Kas Negara.  

  

Pasal 10  
                                                           

18
 Pasal 8 jo pasal 22 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2006 Tentang Kewarga Negaraan 

Republik Indonesia 
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1) Permohonan pewargaNegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon 

secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup 

kepada Presiden melalui Menteri.  

2) Berkas permohonan pewargaNegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) disampaikan kepada Pejabat.  

  

Pasal 11  

Menteri meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 

(tiga) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.  

  

Pasal 12  

1) Permohonan pewargaNegaraan dikenai biaya.  

2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.  

  

Pasal 13  

1) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewargaNegaraan.  

2) Pengabulan permohonan pewargaNegaraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.  

3) Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan 

paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh 

Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 (empat 

belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.  

4) Penolakan permohonan pewargaNegaraan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada 

yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 

permohonan diterima oleh Menteri.  

  

Pasal 14  

1) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan 

pewargaNegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon 

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.  

2) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim 

kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan 

sumpah atau menyatakan janji setia.  

3) Dalam hal setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk 

mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah 

ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, 

Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.  

4) Dalam hal pemohon tidak dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan 

janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian 

Pejabat, pemohon dapat mengucapkan sumpah atau menyatakan janji 

setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjuk Menteri.  

  

Pasal 15 
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1) Pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan di hadapan Pejabat.  

2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita, acara 

pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.  

3) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan 

sumpah atau pernyataan janji setia, Pejabat sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan 

janji setia kepada Menteri.  

  

Pasal 16  

Sumpah atau pernyataan janji setia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 

ayat (1) adalah:  

Yang mengucapkan sumpah, lafal sumpahnya sebagai berikut:  

“Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah 

melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, 

mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan sungguh-

sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan 

Negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus 

dan ikhlas.” Yang menyatakan janji setia, lafal janji setianya 

sebagai berikut: “Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya 

kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan 

UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan 

akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan 

menjalankan kewajiban yang dibebankan Negara kepada saya 

sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlas.”  

 

Pasal 17  

Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib 

menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya kepada 

kantor imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja 

terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.  

  

Pasal 18  

1) Salinan Keputusan Presiden tentang pewargaNegaraan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan berita acara pengucapan sumpah 

atau pernyataan janji setia dari Pejabat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 15 ayat (2) menjadi bukti sah KewargaNegaraan Republik 

Indonesia seseorang yang memperoleh kewargaNegaraan.  

2) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh 

kewargaNegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Berita 

Negara Republik Indonesia.  

  

Pasal 19  
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1) Warga Negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara 

Indonesia dapat memperoleh KewargaNegaraan Republik Indonesia 

dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga Negara di hadapan 

Pejabat.  

2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang 

bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik 

Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 

10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan 

kewargaNegaraan tersebut mengakibatkan berkewargaNegaraan ganda.  

3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh KewargaNegaraan 

Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewargaNegaraan ganda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi 

izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menyampaikan pernyataan 

untuk menjadi Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.  

  

Pasal 20  

Orang asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia atau 

dengan alasan kepentingan Negara dapat diberi KewargaNegaraan Republik 

Indonesia oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian 

kewargaNegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan 

berkewargaNegaraan ganda.  

  

Pasal 21  

1) Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, 

berada dan bertempat tinggal di wilayah Negara Republik, Indonesia, 

dari ayah atau ibu yang memperoleh KewargaNegaraan Republik 

Indonesia dengan sendirinya berkewargaNegaraan Republik Indonesia.  

2) Anak warga Negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang 

diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh 

Warga Negara Indonesia memperoleh KewargaNegaraan Republik 

Indonesia.  

3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

memperoleh kewargaNegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan 

memilih salah satu kewargaNegaraannya sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6.  

  

Pasal 22  

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengajukan dan memperoleh 

KewargaNegaraan Republik Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Setelah disebutkan dalam Pasal 18 Jo Pasal 22 Undang-Undang 

Nomor.12 Tahun 2006 Tentang Kewarga Negaraan Republik Indonesia 
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mengenai bagaimana cara warga asing mendapatkan kewargaNegaraan di 

Indonesia. Hal ini dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 Tentang 

Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, mengintruksikan tentang 

diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Nomor.35 

Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penegasan Status KewargaNegaraan Republik 

Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak 

Memiliki Dokumen Kewarganegaraan. Supaya warga asing Stateliss 

mendapatkan ketetapan hukum sebagai warga Negara Republik Indonesia. 

Disebutkan dalam pasal 1 Jo Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum 

Dan Hak Asasi Manusia  Nomor.35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penegasan 

Status Kewarga Negaraan Republik Indonesia Bagi Warga Negara Indonesia 

Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen, yang berbunyi:
19

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  

1) Pemohon adalah warga Negara Indonesia keturunan asing yang lahir 

dan bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah Negara 

Republik Indonesia yang tidak memiliki dokumen kewargaNegaraan 

dari Negara manapun. 

2) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang hukum dan hak asasi manusia. 

 

Pasal 2  

1) Penegasan status kewargaNegaraan Republik Indonesia diberikan 

berdasarkan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di 

atas kertas bermeterai cukup.  

2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 

Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia. 

 

                                                           
19

 Pasal 1 jo Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Nomor.35 Tahun 

2015 Tentang Tata Cara Penegasan Status KewargaNegaraan Republik Indonesia Bagi Warga 

Negara Indonesia Keturunan Asing Yang Tidak Memiliki Dokumen KewargaNegaraan Dengan 

Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. 
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Pasal 3  

1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit 

memuat:  

a. nama lengkap;  

b. jenis kelamin;  

c. tempat dan tanggal lahir;  

d. status perkawinan;  

e. alamat tempat tinggal;  

f. lama bertempat tinggal di alamat tersebut; dan  

g. pekerjaan.  

2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai 

dengan dokumen: 

a. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa: 1. 

Pemohon tidak memiliki paspor asing; dan 2. Pemohon bukan 

warga Negara asing.  

b. Surat keterangan tentang kelahiran dan tempat tinggal Pemohon 

dari pemerintah kabupaten/kota; dan  

c. Dokumen pendukung lainnya. 

 

Pasal 1 sampai pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia  Nomor.35 Tahun 2015 diatas menjelaskan tentang prosedur 

bagaimana warga asing untuk menjadi warga Negara Republik Indonesia, 

tatacara ini lebih spesifik dari pada didalam Undang-Undang lanjutan dari 

Pasal 18 Jo Pasal 22 Undang-Undang Nomor.12 Tahun 2006 Tentang Kewarga 

Negaraan Republik Indonesia. 

Setelah memenuhi sarat tersebut dalam pasal 1 sampai pasal 3 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Nomor.35 Tahun 2015. 

Warga Negara asing stateles melanjutkan permohonan nya ke kantor wilayah 

kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Disebutkan dalam Pasal 4 Jo 

Pasal 9 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Nomor.35 Tahun 

2015, yang berbunyi:
20

 

                                                           
20

 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  Nomor.35 Tahun 2015 Pasal 4 Jo 

Pasal 9 
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Pasal 4  

1) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 3 dan melakukan wawancara secara langsung dalam jangka waktu 

paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

permohonan diterima.  

2) Wawancara secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dituangkan dalam berita acara.  

3) Dalam memeriksa kelengkapan permohonan, Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkoordinasi terlebih 

dahulu dengan satuan kerja perangkat daerah yang menangani bidang 

administrasi kependudukan. 

 

Pasal 5  

1) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan 

diterima, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia menyampaikan permohonan kepada Menteri melalui Direktur 

Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam jangka waktu paling lama 7 

(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.  

2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dinyatakan 

ditolak, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia mengembalikan permohonan dalam jangka waktu paling lama 7 

(tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai diperiksa.  

3) Terhadap permohonan yang telah dikembalikan, Pemohon dapat 

mengajukan permohonan kembali. 

 

Pasal 6  

1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum memeriksa kembali 

permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam jangka 

waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 

permohonan diterima.  

2) Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 

dapat melakukan verifikasi lapangan terhadap kebenaran permohonan.  

3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dinyatakan diterima, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 

menyampaikan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan selesai 

diperiksa untuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri.  

4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dinyatakan ditolak, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum 

mengembalikan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam jangka waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan 

selesai diperiksa.  
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5) Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

menyampaikan penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) secara tertulis kepada Pemohon. 

 

Pasal 7  

1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dibuat 

petikan keputusan sebanyak 4 (empat) rangkap dan disampaikan kepada: 

a. Pemohon melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia;  

b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

dalam negeri;  

c. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

sebagai arsip; dan 

d. Menteri sebagai arsip.  

2) Petikan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 

huruf b, dan huruf c disampaikan dalam jangka waktu paling lama 14 

(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri 

ditetapkan. 

 

Pasal 8  

Pemohon yang telah menerima petikan Keputusan Menteri sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 7 wajib melaporkan kepada pemerintah 

kabupaten/kota sesuai dengan domisili Pemohon dalam jangka waktu paling 

lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal petikan Keputusan 

Menteri diterima. 

 

Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap 

orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini 

dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

Peraturan pemerintah dalam penetapan warga asing Stateliss 

menjadi warga Negara Republik Indonesia diatas menggambarkan bahwa 

pemerintah sudah berjalan sesuai konstitusi, sesuai amanat UUD Negara 

Republik Indonesia 1945. 
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BAB IV 

ANALISIS FIKIH DUSTURIYAH STATUS WARGA NEGARA 

TIONGHOA STATELESS DI INDONESIA BERDASARKAN 

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

NOMOR. 35 TAHUN 2015. 

 

 

 

A. Analisis Status Warga Negara Tionghoa Stateless di Indonesia 
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 
35 Tahun 2015. 

Jaman moderen ini dinamika hubungan antar Negara sangat 

terbuka, dengan didukungannya hubungan antar Negara, menyebabkan 

terbukanya lebar-lebar warga asing masuk keNegara Indonesia, hal semacam 

ini hubungan antar suatu Negara dengan dunia international tidak dapat 

dihindari. Karena tersebut ada dukungan dari pemerintah, maka menjadi di 

setiap wilayah Negara akan selalu ada warga Negara sendiri dan ada orang 

asing atau warga asing, yang semuanya disebut penduduk.1 

Titik Triwulan Tutik mengungkapkan dalam bukunya yang 

berjudul Pokok-Pokok Hukum Tata Negara menjelaskan bahwa: 

Pada asasnya orang asing itu diperlakukan sama dengan warga Negara 
sedang isinya ada juga perbedaannya: 
1. Hanya warga Negara yang mempunyai hak-hak politik misalnya hak 

milih dan hak dipilih. 
2. Hanya warga Negara yang mempunyai hak diangkat menjadi jabatan.2 

1 Jimly Asshiddiqi, Pengantar Ilmu Huku Tata Negara, ( Raja Grafindo Persada : 
Jakarta,2012).,384 

2 Titik Triwulan Tutik, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara, (prestasi pustaka : 
jakarta,2006).,228 
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Keterangan yang disampaian Titik Triwulan Tutik diatas tersebut 

bahwasannya, warga Negara dan orang asing itu juga sama dan harus 

diperlakukan sama dengan warga Negara. Namun, warga asing tersebut tidak 

memiliki hak-hak didalam suatu Negara tersebut selain hak perlindungan.3 

Jimly Asshiddiqi mengukapkan dalam bukunya yang berjudul 

Pengantar Ilmu Huku Tata Negara bahwa: 

Tidak semua penduduk suatu Negara merupakan warga Negara, karena 
kemungkinan saja dia adalah orang asing, dengan demikian penduduk 
suatu Negara dapat di bagi menjadi dua yaitu warga Negara dan orang 
asing. Keduanya mempunyai kedudukan yang berbeda dalam hubungan 
dengan Negara.4 
 

Didalam pernyataan Jimly Asshiddiqi menegaskan bahwasannya  

telah memberi arti sendiri antara warga Negara dan warga asing. Dari kedua ini 

telah memberikan sisi spesifik yang berbeda, namun memiliki arti secara 

umum yang sama yaitu sama-sama penduduk yang tinggal di suatu Negara. 

Menurut Jimly Asshiddiqi dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Huku 

Tata Negara menjelaskan: 

Warga Negara mempunyai hubungan yang tidak terputus walaupun yang 
bersangkutan berdomisili diluar Negeri asalkan yang bersangkutan tidak 
memutus sendiri kewargaNegaraannya. Sementara itu orang asing hanya 
memiliki hubungan dengan Negara selama ia bertempat tinggal di 
wilayah Negara yang bersangkutan. sedangkan Negara yang di tempati 
warga asing hanya memberikan sebuah perlindunga, karena perlindungan 
untuk penduduk adalah suatu kewajiban Negara itu sendiri di suatu 
wilayah Negara yang berdaulat.5 
 

Pendapat Jimly Asshiddiqi diatas diperkuat dengan disebutkannya 

dalam pasal 26 UUD NKRI 1945 yang berbunyi: 

3 Ibid., 
4 Jimly Asshiddiqi, Pengantar Ilmu...384 
5 Ibid., 
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(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli 
dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang 
sebagai warga negara.  

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang 
bertempat tinggal di Indonesia.6 
 

Negara juga menjamin keselamatan buat setiap penduduk yang 

berada di Negara Republik Indonesia, dalam hal ini di sebutkan dalam Pasal 29 

ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: 

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 
agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan 
kepercayaannya itu.7   
 

Menjamin sebuah perlindungan yang dilakukan kepada setiap 

Negara untuk penduduknya memang sebuah kewajiban yang tidak melihat ras 

dan agama. Artinya bahwa warga asing tersebut juga mendapatkan kedudukan 

yang sama dengan warga Negara  dalam hal perlindungan. 

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 

Kewarga Negaraan Republik Indonesia yang berbunyi: 

Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa 
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan 
undang-undang sebagai warga Negara. 
 

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarga 

Negaraan Republik Indonesia di atas menegaskan bahwa orang asing bisa 

dikatakan warga Negara yang sah jika sudah mengajukan diri sebagai warga 

Negara Indonesia yang disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ” 

Pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh 

Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan”. Pengertian yang 

6 Pasal 26 UUD NKRI 1945 
7 Pasal 29 ayat 2 UUD NKRI 1945 
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disebutkan pewarganegaraan dalam pasal 1 ayat (3) hanya di fokuskan kepada 

warga asing yang memiliki jalan Naturalisasi. Warga Negara yang bukan asli 

tersebut termasuk juga keturunan  atau anak cucunya. Jadi orang tua 

berkewarganegaraan asing anaknya juga menjadi warga asing, dan mendapat 

kedudukan sama halnya orang tuanya jika kedua orang tua si anak ayah dan ibu 

juga sama-sama warga asing. 

Pernikahan silang antara warga Negara dan orang asing akan 

menimbulkan masalah dalam Kewarganegaraan disuatu Negara. Di Indonesia 

sebagai salah satu Negara yang menganut prinsip Ius Soli  artinya prinsip yang 

mendasarkan diri pada pengertian hukum mengenai tanah kelahiran. Jadi meski 

orang tuanya berbeda kewarga Negaraan anaknya tetap berkewaraNegaraan 

Indonesia jika dilahirkan di Negara Indonesia. Pasal 4 (d) Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2006 Tentang KewargaNegaraan Republik Indonesia 

menyebutkan bahwa warga Negara adalah: “anak yang lahir dari perkawinan 

yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu Warga Negara 

Indonesia”. 

Kasus Kewarganegaraan ganda atau dwikewarganegraraan 

sebenarnya terjadi karna perbedaan prinsip antar kedua Negara, disisi lain 

menganut prinsip Ius Soli dan Ius Sanguinus. Dua prinsip ini lah bisa 

menimbulkan terjadinya Kewarganegaraan ganda (Dwikewarganegraraan) dan 

Stateless atau tanpa kewargaNegaraan. Karna jika anak yang memiliki orang 

tua beda kewarganegraan dan Negara orang tuanya juga menganut beda prinsip 
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antara Ius Soli dan Ius Sanguinus maka anak harus menentukan ikut 

kewarganegraraan mana.  

Di Indonesia dalam menentukan kewarganegraan si anak yang 

memiliki orang tua beda kewarga Negaraan di atur dalam Pasal 5 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang KewargaNegaraan Republik Indonesia 

yang berbunyi: 

(1)Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, 
belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara 
sah oleh ayahnya yang berkewargaNegaraan asing tetap diakui sebagai 
Warga Negara Indonesia.  

(2)Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun 
diangkat secara sah sebagai anak oleh warga Negara asing berdasarkan 
penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia. 

 
Warga Negara keturunan atau Tionghoa peranakan yang tinggal 

dan menetap di Indonesia sejak masa reformasi pada pemerintahan B.J habibi 

di terbitkanlah Intruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Penggantian 

Istilah Pribumi Dan Non Pribumi, untuk membedakan penduduk keturunan 

cina dengan warga Negara Indonesia. Pada waktu yang sama ini lah cina 

keturuna memperjuangkan agar tidak lagi disebut sebagai cina melainkan 

warga Tionghoa. Setelah di terbitkanlah Intruksi Presiden Nomor 26 Tahun 

1998 maka warga Tionghoa harus nerjuang untuk mendapatkan ketetapan atau 

legalitas hukum sebagai warga Negara Indonesia.  

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang 

KewargaNegaraan Republik mengenai tata cara menjadi warga Negara 

Indonesia masih belum cukup jelas dan masih menyulitkan bagi warga 

peranakan yang tidak memiliki identitas kewarga Negaraan atau bisa disebut 
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tanpa berkewargaNegaraan “Stateless” maka di terbitkanlah, Peraturan Menteri 

Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 yang di kususkan buat 

warga asing atau warga peranakan stateless yang akan menjadi warga Negara 

Republik Indonesia. Hal seperti ini di sebutkan dalam pasal 1 ayat (1) 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 

yang berbunyi: 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:  
Pemohon adalah warga Negara Indonesia keturunan asing yang lahir 
dan bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah Negara 
Republik Indonesia yang tidak memiliki dokumen kewargaNegaraan 
dari Negara manapun. 
 

Warga peranakan keturunan Tionghoa di Indonesia yang berstatus 

Stateless bisa mengajukan permohonan menjadi warga Negara republik 

Indonesia tanpa mengikuti sistem Naturalisasi dan tanpa mengajukan 

permohonan ke presiden melalui seperti yang disebutkan dalam pasal 10 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang KewargaNegaraan Republik 

yang berbunyi: 

Permohonan pewargaNegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon 
secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup 
kepada Presiden melalui Menteri. 
 

Warga peranakan cukup mengajukan permohonan kepada 

kementrian hukum dan hak asasi manusia  yang di sebutkan dalam pasal 2 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 

yang berbunyi: 

(1)Penegasan status kewargaNegaraan Republik Indonesia diberikan 
berdasarkan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas 
kertas bermeterai cukup.  
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(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada 
Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia. 

 
Warga pernakan keturunan Tionghoa di Indonesia telah 

mendapatkan hak nya sebagai warga keturunan Tionghoa-Indonesia. Haknya 

warga asing keturunan atau disebut juga warga peranakan keturunan, untuk 

sebagai pemohon menjadi warga Negara Republik Indonesia dijelaskan dalam 

pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 

Tahun 2015 yang berbunyi: 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemohon adalah 
warga Negara Indonesia keturunan asing yang lahir dan bertempat tinggal 
secara turun temurun di wilayah Negara Republik Indonesia yang tidak 
memiliki dokumen kewargaNegaraan dari Negara manapun.8 
 

Arti dari pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia Nomor. 35 Tahun 2015, menjelaskan bahwa peraturan ini untuk 

mempermudah warga peranakan keturunan atau warga asing keturunan 

mendapatkan legalitas hukum sebagai warga Negara yang sah untuk menjadi 

warga Negara Republik Indonesia. Selain itu juga karna lantaran Indonesia 

menganut prinsip Ius Soli. Maka Cuma warga peranakan keturunan lah yang 

mendapatkan hak mudah menjadi warga Negara Republik Indonesia sesuai 

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015. 

 

B. Analisis Fikih Dusturiyah Terhadap Status Hukum Warga Negara 
Tionghoa Stateliss Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak 
Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015. 

8 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015 pasal 1 ayat (1) 
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Sistem kewargaNegaraan juga dibahas dan dijelaskan dalam 

pandangan islam, karena dalam islam sendiri kasus kewargaNegaraan selalu 

menjadi momok permasalahan karna terjadinya kesenjangan sosial dan 

rasisme terhadap kelompok lain atau ras lain. Didalam bagian pembahasan 

fikih Dusturiyah menjelaskan mengenai bagaimana kedudukan warga 

Negara beda kelompok atau beda suku. Disebutkan Ulama’ fikih membagi 

kewargaNegaraan seseoarang menjadi dua bagian yaitu muslim dan non-

muslim. Orang non-muslim kewargaNegaraannya dibagi terdiri dari Ahl Al-

Zimmi, Musta’min, dan Harbiyun. Penduduk Dar Al-Islam terdiri dari 

muslim, Ahl Al-Zimmi dan Musta’mim. Sedangkan penduduk Dar Al-Harb 

terdiri dari muslim dan Harbiyun.9 

KewargaNegaraan dalam pilitik Islam secara implisit dapat 

dipahami dari Al-Quran dan Sunnah. Warga Negara dalam sistem politik 

Islam berdasarkan agama Islam, meskipun demikian bukan berarti orang 

non muslim tidak menjadi warga Negara. Seorang muslim tidak menjadi 

warga Negara dalam sistem politik Islam disebutkan bahwa jika seorang 

muslim berada dalam wilayah yuridiksi sistem politik lain dan tidak 

bersahabat dengan politik Islam dan begitu juga sebaliknya seorang non 

muslim.10 Piagam madinah menyebutkan dalam sebuah golongan warga 

kota tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga berdasarkan sebuah 

kesepakatan orang muslim maupun non-muslim. Semua warga Negara 

mempunyai kewajiban membela kekuasaan politik dari ancaman musuh dan 

9 Muhammad Iqbal,Fikih Siyasah..........,231 
10 Mu’in Salim, Fikih Siyasah : Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Quran,( Raja 

Grafindo Persada: Jakarta,1994 ).,300 
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memperoleh perlindungan yang sama.11 Secara praktis dan realitstis, yang 

ditetapkan oleh piagam konstitusi madinah disebutkan bahwa yahudi yang 

tinggal dimadinah termasuk warga Negara. Mempunyai hak dan kewajiban 

seperti kaum muslimin disetiap wilayah.12 Di sebutkan dalam piagam 

madinah pasal 1 yang berbunyi: 

وَيَـثْرِبَ وَمَنْ هَذَا كِتَابٌ مِنْ محَُمَّدٍ النَّبىِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَـينَْ الْمُؤْمِنِينَْ وَ الْمُسْلِمِينَْ مِنْ قُـرَيْشٍ 

 تبَِعَهُمْ فَـلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَمَعَهُمْ .

إِنَّـهُمْ أمَُّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُوْنِ الْنَّاسِ  –١  

Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW.., dikalangan mu’minin dan 
muslimin [yang berasal] dai quraysy dan yasrib, dan orang yang mengikuti 
mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. 
1.Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari [komunitas] manusia yang lain. 
 

Pasal 1 piagam madinah diatas menunjukkan bahwa ada sebuah 

persatuan dan kesetaraan antar komunitas umat manusia. Antara yahudi, 

mukminin dan umat-umat lainnya. Hal ini juga terdapat dalam Pasal 25 

sampai Pasal 35 piagam madinah yang berbunyi:13 

مْ وَإِنَّ يَـهُوْدَ بَنيِْ عَوْفٍ أمَُّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَْ لِلْيـَهُوْدِ دِيْـنـُهُمْ، وَلِلْمُسْلِمِينَْ دِيْـنـُهُمْ مَوَاليِـَهُ  –٢٥
 وَأنَْـفُسَهُمْ إِلاَّ مَنْ ظلََمَ وَ أَثمَِ فإَِنَّهُ لاَ يوُتغَِ إِلاَّ نَـفْسَهُ وَ أَهْلَ بَـيْتِه

بَنيِْ النَّجَّارِ مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ  –٢٦  
وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ الحْرَْسِ مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ  –٢٧  
وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ سَاعِدَةَ مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ  –٢٨  
ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ جُشَمٍ مِثْلَ مَا  –٢٩  
وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ الأَْوْسِ مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ  –٣٠  

11 Ibid., 
12 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, ( Amzah: Jakarta,2005 ).,161 
13 Ahmad Sukarja. Piagam Madinah......,85 
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لاَّ نَـفْسَهُ وَ وَإِنَّ ليِـَهُوْدِ بَنيِْ ثَـعْلَبَة مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ إِلاَّ مَنْ ظلََمَ وَ أَثمَِ فإَِنَّهُ لاَ يوُتغَِ إِ  –٣١
يْتِهِ أَهْلَ ب ـَ  

وَإِنَّ جِفْنَة بَطْنٌ مِنْ ثَـعْلَبَة كَأنَْـفُسِهِمْ  –٣٢  
بَة مِثْلَ مَا ليِـَهُوْدِ بَنيِْ عَوْفٍ وَإِنَّ الْبرَِّ دُوْنِ الاِْثمِْ  –٣٣ وَإِنَّ لبَِنيِْ الشُّطِيـْ  
وَإِنَّ مَوَاليَِ ثَـعْلَبَة كَأنَْـفُسِهِمْ  –٣٤  
هِموَإِنَّ بِطنََةَ يَـهُوْدَ كَأنَْـفُسِ  –٣٥  

25.Kaum yahudi dari bani ‘awf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi 
kaum yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. 
Juga (juga kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan dari mereka 
sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak 
diri dan keluarganya. 

26.Kaum yahudi banu Najjer di perlakukan sama seperti yahudi banu ‘Awf 
27.Kaum yahudi dan banu Hars diperlakukan sama seperti yahudi banu 

‘Awf. 
28.Kaum yahudi banu sa’adah di perlakukan sama dengan yahudi banu 

Awf. 
29.Kaum yahudi banu jusyam di perlakukan sama seperti yahudi banu 

‘Awf. 
30.Kaum yahudi banu al-‘aws di perlakukan sama seperti yahudi banu 

‘Awf. 
31.Kaum yahudi banu sa’labah di perlakukan sama seperti yahudi banu 

‘Awf. Kecuali orang dzalim atau khianat. Hukumannya hanya menimpa 
diri dan keluarga. 

32.Suku Jafnah dari sa’labah (diperlakukan) sama seperti mereka (bani 
sa’labah). 

33.Banu Syuthayabah (diperlakukan) sama seperti bani yahudi banu ‘Awf.  
34.Sesungguhnya kebaikan (kesetiaan) itu lain dari kejahatan (khianat). 

Sekutu-sekutu Sa’labah  (diperlakukan) sama seperti mereka (banu 
sa’labah). 

35.Kerabat Yahudi (di luar kota madinah) sama seperti mereka (yahudi). 
 

Pasal-pasal piagam madiah tersebut diatas, menggambarkan 

bahwasannya tiak ada perbedaan dalam satu banggsa, meski memiliki 

perbedaan suku, budaya dan kmunitas, bahwa suatu bangsa haruslah 

mengaggap perbedaan adalah sebuah keragaman wajib saling menghormati, 

hal ini dibuktikan dalam konstitusi madinah. Teks piagam madinah ini 

menjelaskan bahwa “unsur regional (madinah) dan domisili saat berdirinya 
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kedaulatan, itulah yang memberikan hak warga Negara untuk non-muslim 

dan menjamin mereka mendapatkan persamaan hak warga Negara dan 

kewajiban”. Untuk warga Negara daulah Islamiyah dalam Undang-Undang 

madinah membawa mereka semua adalah “umat yang sama dengan kaum 

mu’minin”.14 Apa yang tersebut dalam piagam nabawi dari penetapan 

kewargaNegaraan non-muslim dalam Daulah Islamiyah merupakan satu 

dasar yang baku dalam sistem Daulah Islamiyah. 

Kekuasaan legilasi dalam Fikih Dusturiah di sebut juga dengan 

sebutan Al-Sulthah Al-Tasriy’yah sebuah kekusaan pemerintah dalam 

pembentukan ketetapan hukum tentang ketata Negaraa, dalam ketetapan 

hukum ini akan diberlakukan terhadap masyarakatnya. Penetapan hukum 

dalam Al-Sulthah Al-Tasriy’yah menggunakan jalan qiyas, mereka mencari 

sebab hukum yang ada dalam permasalahan yang timbul dan menyesuaikan 

dengan ketentuan terhadap dengan nas.  

Disamping merujuk terhadap Nas, Legislatif harus Ijitihad dengan 

mengacu prinsip Jalb Al-Masalih dan Daf Al-Mafasid (mengambil maslahat 

dan membuang kemudhorotan). Lebaga legislatif ini mengadakan sebuah 

rapat parlemen dan berdebat bertukar pikiran dalam perancangan Undang-

Undang baru untuk masyarakatnya. Setelah ada kesepakatan bersama maka 

di sahkan dan diberlakukan Undang-Undang tersebut kepada masyarakat 

luas. Karena Undang-Undang sudah sah dan dianggap efektif apabila sudah 

14 Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik.........,161 
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memalui sidang parlemen dan didaftarkan ke Lembaga Negara Sekertariat 

Negara. 
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BAB V 
PENUTUP 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, dari 

penyelesaian penulisan tesis yang berjudul. Analisis Fikih Dusturiyah 

Terhadap Status Warga Tiong Hoa Stateless Di Indonesia Dalam 

Peraturan Menteri  Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 

2015. Maka penulis menyimpilkan sebagai berikut:  

1. Orang asing bisa dikatakan warga Negara yang sah jika sudah 

mengajukan diri sebagai warga Negara Indonesia, yang dimaksud 

Warga Negara yang bukan asli tersebut termasuk juga keturunan  atau 

anak cucunya. Jadi orang tua berkewarganegaraan asing anaknya juga 

menjadi warga asing, dan mendapat kedudukan sama halnya orang 

tuanya.  

Di Indonesia sebagai salah satu Negara yang menganut prinsip Ius 

Soli  artinya prinsip yang mendasarkan diri pada pengertian hukum 

mengenai tanah kelahiran. Jadi meski orang tuanya berbeda kewarga 

Negaraan anaknya tetap berkewaraNegaraan Indonesia jika dilahirkan 

di Negara Indonesia. Pasal 4 (d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menyebutkan 

bahwa warga Negara adalah: “anak yang lahir dari perkawinan yang sah 
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dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu Warga Negara 

Indonesia”. Kasus kewargaNegaraan ganda atau dwikewarganegraraan 

sebenarnya terjadi karna perbedaan prinsip antar kedua Negara, disisi 

lain menganut prinsip Ius Soli dan Ius Sanguinus. Dua prinsip ini lah 

bisa menimbulkan terjadinya dwikewarganegraraan dan Stateliss atau 

tanpa kewargaNegaraan. Karna jika anak yang memiliki orang tua beda 

kewarganegraan dan Negara orang tuanya juga menganut beda prinsip 

antara Ius Soli dan Ius Sanguinus maka anak harus menentukan ikut 

kewarganegraraan salah satu orang tuanya.  

Didalam Warga pernakan keturunan Tionghoa di Indonesia telah 

mendapatkan hak nya sebagai warga keturunan Tionghoa-Indonesia 

untuk menjadi warga Negara republik Indonesia, karna Indonesia 

menganut prinsip Ius Soli. Maka Cuma warga peranakan keturunan lah 

yang mendapatkan hak mudah menjadi warga Negara Republik 

Indonesia sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

Nomor. 35 Tahun 2015. 

2. Warga Negara dalam sistem politik Islam berdasarkan agama Islam. 

Meskipun demikian bukan berarti orang non muslim tidak menjadi 

warga Negara. Seorang muslim tidak menjadi warga Negara dalam 

sistem politik Islam disebutkan bahwa jika seorang muslim berada 

dalam wilayah yuridiksi sistem politik lain dan tidak bersahabat dengan 

politik Islam dan begitu juga sebaliknya seorang non muslim.  
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Piagam madinah menyebutkan dalam sebuah golongan warga kota 

tidak hanya berdasarkan agama, tetapi juga berdasarkan sebuah 

kesepakatan orang muslim maupun non-muslim. Semua warga Negara 

mempunyai kewajiban membela kekuasaan politik dari ancaman musuh 

dan memperoleh perlindungan yang sama. Secara praktis dan realitstis, 

yang ditetapkan oleh piagam konstitusi madinah disebutkan bahwa 

yahudi yang tinggal dimadinah termasuk warga Negara. Mempunyai 

hak dan kewajiban seperti kaum muslimin disetiap wilayah. 

 

B. Saran-saran 

Setelah penulis simpulkan dari tesisi ini maka penulis 

memberikansebuah saran kepada pemerintah dan kepada masyarakat 

umum khususnya kepada warga asing keturunan kewarganegaraan 

Republik Indonesia. 

1. Kepada pemerintah khusnya Kementerian Hukum Dan Hak Asasi 

Manusia pasca di terbitkannya, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak 

Asasi Manusia Nomor. 35 Tahun 2015. Maka harus melayani warga 

asing keturunan untuk mendapatkan legalitas dan setatus hukum 

kewarganegaraan. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 

seyogyana memberikan sosialisasi di media sosial, surat kabar tentang 

permohonan setatus hukum kewarganegaraan kepada penduduk warga 

keturunan asing berstatus Stateliss. 
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2. Kepada warga keturunan asing yang masih bersatus stateliss di 

harapkan segera mengurus permohonan status kewarganegaraan di 

kementerian Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. 
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